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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya .

(Surat An-Nisa, 04 : 5)
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ABSTRAK

Muhibbulloh, Muhammad Zaim. 2018. Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih
Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Magasid Al-
Shari’ah.Tesis.Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr.
Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Konsep rujuk dalam hukum Islam menjelaskan tentang sahnya rujuk tanpa
sepengetahuan atau sepertujuan istri akan tetapi konsep rujuk yang terdapat dalam
KHI menjelaskan bahwasanya rujuk baru bisa terjadi atau sah hukumnya bila
sudah mendapat izin dari istri. Hal tersebut sesuai dengan pasal 165 KHI yang
bunyinya demikian “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat
dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Pertentangan dualisme
inilah yang diteliti oleh penulis menggunakan teori Maqasid al-Shari’ah, yang
dijelaskan oleh Jamaluddin Athiyah, seorang ulama’ Mesir.

Permasalahan tersebut merumuskan tiga rumusan masalah, yakni
Bagaimana hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab, Bagaimana hak
istri dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan Bagaimana hak istri dalam
rujuk menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam perspektif
magasid al-shari’ah ?.

Penelitian yang digunakan dalam meneliti ini adalah penelitian pustaka,
bersifat kualitatif deskriptif analitik yang berusaha menganalisanya sehingga
mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil
kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah. Peneliti akan mengumpulkan
data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-
catatan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu: data tentang rujuk yang ada
dalam fikih empat mazhab dan KHI serta data tentang teori Maqasid al-Shari’ah
Jamaluddin Athiyyah.

Imam-imam Mazhab dalam literatur Kitab fikih, semuanya sepakat bahwa
tidak diperlukan izin istri dalam proses rujuk, sehingga seorang suami berhak
merujuk istrinya kapan saja selama dia masih dalam masa iddah dan keberlakuan
hukum tersebut bisa tetap berjalan atau sah meskipun tanpa kerelaan seorang istri.
Konsep rujuk yang demikian bertentangan dengan konsep rujuk yang terdapat
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana rujuk baru bisa terjadi atau sah
hukumnya bila sudah mendapat izin dari istri. Dari hasil penelitian mengenai
kontroversi tersebut, apabila menggunakan teori Maqasid al-Shari’ah, maka dapat
dikatakan bahwa ketentuan dalam KHI selaras dengan tujuan-tujuan syari’ah.
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ABSTRACT

Muhibbulloh, Muhammad Zaim. 2018. The Rights of the Wife in Reconciliation
According to the Figh of Four Madhabs and the Compilation of Islamic Law in
Magasid Al-Shari‘ah Perspective. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik
Ibrahim Malang. Advisors: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (2) Dr. Zaenul
Mahmudi, M.A.

The concept of reconciliation in Islamic law explains that the reconciliation
is valid even without the wife’s consent or agreement but the concept of
reconciliation based on Compilation of Islamic Law (KHI) explains that the
reconciliation can only be valid if the wife has gave the permission to let it
happens. This is stated in KHI section 165 that says "The reconciliation that made
without the consent of the former wife may be declared as invalid with the
judgement of the Religious Courts". This dualism conflict is researched by the
author using the theory of Magasid al-Shari‘ah, which was first described by
Jamaluddin Athiyah, an Egyptian 'ulama.

The problems is formulated into three research problems, those are (1) how
the rights of the wife in the reconciliation according to the figh of four Madhabs,
(2) how the rights of the wife in the reconciliation according to Compilation of
Islamic Law (KHI) and (3) how the rights of wife in reconciliation according to
both of the figh of four Madhabs and Compilation of Islamic Law in the
perspective of Maqasid al-Shari’ah.

The method used in this research is literature research; a qualitative
descriptive analytical approach is used to analyze the problems so that
comprehensive and in-depth results will be obtained to draw conclusions that
correspond with the subject. The researcher will collect data from existing
documents, to obtain records that are relating to the subject, such as: data about
reconciliation that exist in the figh of four Madhabs and KHI as well as data from
the theory of Magasid al-Shari‘ah by Jamaluddin Athiyyah.

The Madhab priests in the figh literatures are all agree that wife's permission
is not required in the reconciliation process, so a husband has the right to
reconcile with his wife at any time as long as she is still in the period of iddah and
the validity of the law may remain legitimate even without a wife's permission.
This concept is contrary to the concept of reconciliation in the Compilation of
Islamic Law (KHI). The results of research on the controversy, by using the
theory of Magasid al-Shari‘ah, can be concluded that the provisions in KHI are
actually still consistent with the main goals of sharia’s.

vii
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TRANSLITERASI

Umum dan Konsonan

Transliterasi adalah pemindahalian tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab,
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang
menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar
pustaka, tetap menggunakan transliterasi. Dalam tesis ini, penulis
menggunakan sistem transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan
tesis, disertasi dan makalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

| = | Tidak dilambangkan | o= | = | DI
«| =B L | =T
- WIN=N N L = |D
& | = | Th ¢ | = | ((‘)koma menghadap ke atas)
z | =13 ¢ | = | Gh
c| = |H hm——"T
¢ | = |Kh & | =1Q
s | =D 4 = K
3| = | Dh J | = |L
o = |R ¢ | = |M
>l =12 o | = |N




Hamzah (s) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di

awal kata, maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan

dengan tanda koma atas (’), berbali dengan koma (‘) untuk pengganti
lambang “¢”.

Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vokal fathah

[13%2] (Y4
1

ditulis dengan “a”, kasrah “i”, dammah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang, masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong
_’_ A L a< o Ay
o I — 1 & Aw
i U > u L ba’
Vokal (a) panjang= | a | Misalnya | J° Menjadi | qala




Vokal (i) panjang = i | Misalnya J Menjadi gila

Vokal (u) panjang = u | Misalnya | ©2° Menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = s Misalnya Menjadi Qawlun

Js

Diftong (ay) = Misalnya Menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata, tidak
dinyatakan dalam transliterasi.Transliterasi hanya berlaku pada huruf
konsonan akhir tersebut.Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir huruf tersebut
tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika
Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan
dalam bentuk transliterasi latin. Seperti, khawariq al-‘ada, bukan khawariqu
al-‘adati, bukan khawariqul ‘adat; inna al-din ‘inda Allah al-Islam, bukan
inna al-dina Allahi al-Islamu, bukan innad dina ‘indalAllahil-Islamu dan

seterusnya.

Xi




Ta’ Marbutah (3)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila ta> marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w il )l menjadi
al-risalat li al-mdarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudaf dan mudaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan dengan kalimat berikutnya,

misalnya iellies ) menjadi fi rahmatillah, dan lain sebagainya.

Kata Sandang dan Lafaz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalalah yang berada
di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan.
Sebagaimana contoh berikut ini:
1.  Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqgaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masha’ Allah kana wa ma lam yasha’ lam yakun.

4.  Billah ‘azza wa jalla.

Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab, harus
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

Xii



terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem
transliterasi. Sebagaimana nama Abdurrahman Wahid (Presiden RI

keempat) tidak ditulis dengan menggunakan ‘Abd al-Rahman Wahid dan

lain sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nikah bila dilihat dari segi bahasa memiliki arti Al-Watiy dan Al-
Damm.'Sedangkan nikah secara shara’ adalah suatu akad yang mengandung
tentang membolehkannya hubungan kelamin.? Sebuah pengertian yang
sangat sederhana namun sudah bisa mencakup inti dari dilaksanakannya
perkawinan. Mengenai hukumnya, ada beberapa macam hukum yang
disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing. Menurut Shafi’kah
pada dasarnya hukum perkawinan itu mubah, namun bila seseorang tersebut
memiliki niat untuk mempunyai keturunan dan mengikuti tindakan Nabi
Muhammad SAW maka hukum perkawinan berubah menjadi sunnah.
Bahkan bisa menjadi wajib bila mana seseorang tersebut takut terjerumus
kedalam perbuatan yang diharamkan oleh agama seperti zina. Dan bila
seseorang tersebut masih takut tidak bisa memenuhi hak-hak yang
ditimbulkan dari perkawinan maka perkawinannya dihukumi makruh.?

Tujuan dari perkawinan sendiri begitu banyak dan beragam, salah satu

tujuan diShariatkannya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah

1“Abd al-Rahman Al-Jaziri, Al-Figh ‘Ala al-Madhahib Al-Arba’ah, Vol. 4 (Kairo: Dar al-Hadith,
2004) 7. Dan juga lihat Abi Bakr Bin Muhammad Shata al-Dimyati al-Misri,Hashiya/ I’anah al-
Tolibin, Vol. 3 (Surabaya: Al-Haramain, t.th.), 254.

2Al- Dimyati,I’anah al-Tolibin, Vol. 3, 254.

3Al-Jaziri, Al- Madhahib Al-Arba’ah, Vol. 4, 11.



mawaddah wa rahmah.* Dalam kenyatannya, untuk membentuk rumah
tangga yang seperti itu tidaklah mudah, banyak sekali halangan yang
menghambat, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya kandas di tenggah
jalan umur perkawinannya dan mengakibatkan perceraian. Ajaran Islam
membingkai permasalahan tersebut dalam bab rujuk, yang menjadi salah
satu sub bahasan dalam bab perkawinan. Dimana ketika suami istri
mengalami permasalahan yang berakibat perceraian, maka mereka masih
ada kesempatan untuk kembali lagi dan memperbaiki hubungannya yang
sempat renggang.

Adapun rujuk secara etimologi adalah kembali, sedangkan secara
terminologi rujuk adalah kembalinya seorang istri pada suatu perkawinan
ketika masih dalam masa iddah selain talak bain dengan cara-cara tertentu.’
Rukun atau unsur yang disepakati oleh ulama dalam rujuk adalah ucapan
rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk.®

Dari definisi di atas dapat dijadikan prinsip, bila rujuk dilakukan di
luar masa iddah maka tidak sah, dan bila kembalinya dilakukan pada talak
bain maka tidak dinamakan dengan rujuk. Hal tersebut sejalan dengan apa
yang dikatakan Sayyid Sabiq, beliau berpendapat bahwa apabila suami

menceraikan istrinya masih satu kali, atau hanya mengulangnya dua Kali,

“H. Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum
Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: AC AdeMIA + TAZAFFA, 2009), 223.

SMuhammad bin Qashim Al-GhaZi, Fath al-Qorib (Surabaya: Nurul Huda, t.th), 48.

5Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2007), 341.



maka ia masih diperbolehkan kembali (rujuk) kepada istrinya selama masih
dalam masa iddah.’

Perbedaan dalam Islam adalah rahmat, jadi hampir semua
permasalahan yang terkandung dalam ajaran fikih terjadi perbedaan
pendapat dalam menyelesaikan persengketaan atau menghukumi sesuatu.
Tidak terkecuali dalam bab rujuk. Didalamnya juga ada beberapa perbedaan
pendapat mengenai permasalahan tentang rujuk, mulai dari tata cara rujuk
sampai dengan persyaratan rujuk sendiri.® Dan pada penelitian kali ini,
beberapa perdebatan itu yang akan dikaji, terlebih tentang adanya dualisme
perbedaan pendapat mengenai hak rujuk yang ada dalam kalangan para
fugaha dengan konsep rujuk yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, yang
selanjutnya akan disebut dengan KHI.

Imam-imam Mazhab dalam literatur kitab fikih, semuanya sepakat
bahwa tidak diperlukan izin istri dalam prosesi rujuk, sehingga seorang
suami berhak merujuk istrinya kapan saja selama istrinya masih dalam masa
iddah dan keberlakuan hukum tersebut bisa tetap berjalan atau sah meskipun
tanpa kerelaan seorang istri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Rushd
dalam karyanya yang bernama Bidayah al-Mujtahid,dan Sayyid Sabiq dalam
karya Figh al-Sunnahnya disana beliau juga menjelaskan demikian.®

Konsep rujuk yang demikian bertentangan dengan konsep rujuk yang
terdapat dalam KHI, dimana rujuk baru bisa terjadi atau sah hukumnya bila

sudah mendapat izin dari istri. Hal tersebut sesuai dengan pasal 165 KHI

"Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, Vol 2 (Mesir: Dar al-Hadith, 2009), 177.
81bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Vol 2 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), 63.
9Sabig, Al-Sunnah, Vol 2, 178. Dan Juga Lihat, l1bn Rusyd, Bidayah, vol 2, 63.



yang bunyinya demikian “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas
istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.1°Dan
pertentangan dualisme inilah yang nantinya akan dilakukan penelitian lebih
mendalam oleh peneliti.

Menurut hukum Islam, walaupun menjelaskan tentang sahnya rujuk
tanpa sepengetahuan atau sepertujuan istri akan tetapi ada teori hukum Islam
yang mampu merumuskan keterlibatan istri dalam hal rujuk berdasarkan
pemahaman yang universal, integral dan komprehensif, yaitu teori Magasid
al-Shari’ah, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas
al-Qur’an dan Sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi
juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.

Magasid al-Shari’ah  dapat dimaknai dengan makna-makna
(pemahaman) yang dikehendaki oleh Shari’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk
bisa terealisasikan lewat rashri’ dan penetapan hukum-hukumnya yang di-
istinbath (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks shari’at.' Merujuk
kepada definisi tersebut, maka sasaran utama dari maqasid adalah
menciptakan kemaslahatan kepada manusia secara umum, sebab yang

menjadi target shari’ah adalah manusia itu sendiri.

YUndang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Graha Pustaka,
t.th), 185.

11 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach terjemah,
membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari’ah (Yogyakarta, Mizan,; tt), 4.



Fokus Penelitian
Berpijak dari konteks penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka
fokus penelitian ini mencakup tiga rumusan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab?
2. Bagaimana hak istri dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab dan

Kompilasi Hukum Islam perspektif maqgasid al-shari’ah?

Tujuan Penelitian
Dari dua fokus penelitian di atas, maka peneliti memiliki dua tujuan
sebagaimana berikut:
1. Memahami hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab.
2. Memahami hak istri dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Menganalisis hak istri dalam rujuk menurut fikih dan Kompilasi

Hukum Islam maqasid al-shari’a#.

Manfaat Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi khazanah
keilmuan yang bermanfaat, dengan beberapa klasifikasi sebagaimana

berikut:



Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk memahami tentang hak istri
dalam rujuk menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi hukum Islam
serta bagaimana perspektif maqgasid al-shari ak tentang hal tersebut.
Bagi Dunia Akademisi

Membaca permasalahan ~ Ahwal  Syakhsiyyah  dengan
menggunakan teori hukum Islam yang dalam hal ini adalah hak istri
dalam rujuk dengan teori magasid al-shari’as. Dimana baik secara
teoritis maupun praktis, membutuhkan pengkajian yang serius dan
mendalam. Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
gambaran aplikatif kajian permasalahan hukum keluarga Islam dengan
menggunakan teori hukum Islam bagi kalangan akademisi. Sehingga
dapat menjadi kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan.

Orisinalitas Penelitian

Sifat llmiah suatu tesis harus selalu diupayakan oleh peneliti,

olehkarena itu maka dibutuhkan sebuah ulasan dari beberapa penelitian

sebelumnya yang juga membahas tentang rujuk, ataupun magasid al-

shari’ah. Beberapa penelitian sebelumnya diantaranya adalah:

Mengenai Rujuk Istri
a. Umi Salamah, NIM: 1320311060, mahasiswa UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta menulis dalam penelitian tesisnya dengan



judul “Status perempuan sebagai subjek hukum dalam hak rujuk
(Studi terhadap pendapat ulama mazhab dan Kompilasi Hukum
Islam)” pada tahun 2015.Kegelisahan akademik peneliti adalah
dalam literatur-literatur keagamaan klasik, pada umumnya sarat
dengan bias gender untuk diterapkan pada saat sekarang ini,
seorang perempuandianggap sebagai objek hukum dikarenakan
para ulama’ terdahulu menulis dengan kondisi obyektif budaya
masyarakat yang didominasi laki-laki sedangkan di zaman ini
seorang perempuan juga memiliki peran dalam semua faktor,
baik sosial budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan
teknologi, pendidikan hukum dan supremasi hukum sehingga
seorang perempuan bisa menjadi subjek hukum.?

Hasil dari penelitiannya adalah status perempuan sebagai subjek
hukum dalam rujuk dalam fikih imam mazhab tidak ada sama
sekali sedangkan KHI menyatakan perempuan sebatas sebagai
hukum pasif. Adapun implikasi hak rujuk bagi Istri sebagai
kontrol sosial dan rekayasa sosial adalah bentuk perhatian
pemerintah.

Perbedaannya, tesis ini merupakan kajian tentang istri ditinjau
darisubjek hukum, sedangkan penulis meninjau dengan magasid

al-shari’ah.

2Umi Salamah, “Status perempuan sebagai subjek hukum dalam hak rujuk (Studi terhadap
pendapat ulama mazhab dan Kompilasi Hukum Islam)”, Tesis (Yogyakarta: UIN SUKA, 2015) 1-
4.



b. Rizal Safi’i, NIM: 016.01.04.0416, penelitiannya berupa tesis
dengan judul “Hak Rujuk Istri Dalam KHI Dan Fikih Empat
Mazhab Perspektif Kesetaraan Gender”, tahun 2017. Dia
mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari. Kegelisahan akademik
peneliti adalah adanya perbedaan ketentuan dalam permasalahan
rujuk yakni didalam fikih empat madzhab telah sepakat
bahwasanya pelaksanaan rujuk bisa terjadi kapan saja dan
hukumnya sah selagi masih dalam masa iddah yang ditalak raj’i
meskipun rujuk tersebut tanpa meminta persetujuan dari istri,
karena hak rujuk sepenuhnya ada pada suami, Sedangkan dalam
KHI pasal 164 yang berisi “seorang wanita dalam masa iddah
talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas rujuk dari bekas
suami dihadapan Pegawai Pencacatan Nikah disaksikan dengan
dua orang saksi” dan KHI pasal 165 menjelaskan “Rujuk yang
dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak
sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Peneliti menganalisis
permasalahan tersebut dengan menggunakan perspektif gender
untuk menyikapinya.*

Tema tesis ini sama dengan penelitian penulis, dimana sama-
sama meneliti tentang hak rujuk istri, akan tetapi peneliti
menggunakan teori gender sedangkan penulis menggunakan teori

Magasid al-Shari ‘ah.

13Rizal Syafi’i, “Hak Rujuk Istri Dalam Khi Dan Fikih Empat Mazhab Perspektif Kesetaraan
Gender”, Tesis (Jombang: Universitas Hasyim Asy’ari, 2017), 1-4.



2. Mengenai Maqgasid al-Shari’ah

a.  Andriyaldi, “Teori Magasid Shari’ah Dalam Perspektif Imam

Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur”, merupakan judul Jurnal (Islam
dan Realitas Sosial) dosen STAIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi pada tahun 2014. Kegelisahan akademik peneliti
adalah geliat perkembangan diskursus magasid Shari’ah yang
pernah mengalami stagnasi akut pasca mangkatnya Imam
Syathibi kemudian dimunculkan kembali oleh Imam Muhammad
Thahir ibnu ‘Asyur yang beliau merupakan bapak reformasi studi
magasid . peneliti ingin menyuguhkan prinsip-prinsip maqasid
Shari’ah yang ditawarkan oleh imam Ibnu ‘Asyur.*
Hasil penelitiannya adalah metode dalam menetapkan magasid
Shari’ah dalam tasyri’ oleh imam Ibnu ‘Asyur. Perbedaan
penelitian diatas dengan penulis ialah peneliti menjadikan
magasid Shari’ah sebagai objek kajian penelitian sedangkan
penulis menjadikan magasid Shari’ah sebagai alat analisis.

b.  Achmad Musyahid Idrus, “Korelasi magasid al-Shari’ah dengan
metode penetapan hukum”. Merupakan judul jurnal (Jurnal
Hukum Diktum) pada tahun 2014. Kegelisahan akademik
peneliti adalah mengkaji mengenai konsep magqasid Shari’ah

dalam sejarah sosial hukum Islam, metode penetapan hukum

14 Andriyaldi, “Teori Magasid Syari’ah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur”,
Islam dan Realitas Sosial, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2014), 1.



Dari

dalam ijtihad dan hubungan antara magasid Shari’ah dengan
metode penetapan hukum.®®

Hasil dari penelitiannya adalah, istilah magasid Shari’ah telah
digunakan sebelum imam Syatibi tetapi penggunaannya terbatas,
metode penetapan hukum dalam ijtihad ialah metode ijtihas
istinbath dan metode ijtihad tatbigi, dan hubungan antara
magasid Shari’ah dengan penetapan hukum tidak dapat
dipisahkan. Perbedaan penelitian diatas dengan penulis ialah
peneliti menjelaskan bahwasanya maqasid Shari’ah merupakan
metode penetapan hukum sedangkan penulis menggunakan

magqasid Shari’ah dalam menetapkan hukum.

kumpulan penelitian terdahulu dapat diketahui orisinalitas

penelitian penulis dalam tabel dibawah ini:

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No | Nama Peneliti, | Masalah Hasil/Temuan Orisinalitas

Judul dan Tahun | penelitian dan Penelitian
Pendekatan

1. | Umi Salamah, 1. Asumsi awal | Status perempuan | Penulis:
Tesis, Status literatur klasik | sebagai subjek | Perempuan
perempuan sarat dengan | huku dalam rujuk | sebagai
sebagai subjek bias gender. dalam fikih imam | subjek
hukum dalam 2. Penelitian mazhab tidak ada, | hukum
hak rujuk (Studi pustaka perempuan diminta | dalam rujuk.
terhadap dengan persetujuan  rujuk
pendapat ulama pendekatan merupakan
mazhab dan normatif usul | peraturan
Kompilasi fikih dan | Indonesia, hak
Hukum Islam), sosiologi rujuk  bagi istri
2015. hokum sebagai control

15 Achmad Musyahid Idrus, “Korelasi magasid al-syari’ah dengan metode penetapan hukum”,
Jurnal Hukum Diktum, Vol 12, nomor 1 (Januari, 2014), 1.
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sosial dan rekayasa
sosial.

Rizal Safi’i, . Perbedaan Hak rujuk istri | Penulis:hak
Tesis, Hak konsep rujuk | didalam fikih empat | rujuk istri
Rujuk Istri dalam  fikih | mazhab  berbeda | perspektif
Dalam KHI Dan empat mazhab | dengan didalam | gender
Fikih Empat dengan KHI KHI
Mazhab . Penelitian
Perspektif normatif
Kesetaraan dengan
Gender, 2017. pendekatan

sosiologi

hukum.
Andriyaldi, . Pemaparan Prinsip-prinsip Penulis:maq
Jurnal, Teori Prinsip-prinsip | magasid  Shari’ah | asid Shari’ah
Magasid dalam magasid | imam ibnu ‘Asyur | imam ibnu
Shari’ah Dalam Shari’ah ‘Asyur
Perspektif Imam | 2. Penelitian
Muhammad studi pustaka
Thahir Ibnu dengan
‘Asyur, 2014. pendekatan

diskriptif.
Achmad . hubungan hubungan  antara | Penulis:
Musyahid Idrus, antara magasid | magasid ~ Shari’ah | hubungan
Jurnal, Korelasi Shari’ah dengan penetapan | antara
magasid al- dengan hukum tidak dapat | magasid
Shari’ah dengan metode dipisahkan. Shari’ah
metode penetapan dengan
penetapan hukum. metode
hukum, 2014. . Penelitian penetapan

studi pustaka hukum.

dengan

pendekatan

diskriptif.
Maulidi, Jurnal, . Magqasid metode integratif- | Penulis:
Magasid Syariah Syariah holistik metode
Sebagai Filsafat sebagai magasid
Hukum Islam: kerangka Shari’ah
Sebuah berfikir Jasser Auda
Pendekatan filosofis dengan
Sistem Menurut dalam istidlal metode
Jasser Auda dan istinbat integratif-

hukum holistik

. Penelitian
studi pustaka
dengan
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pendekatan
diskriptif.

1.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian kali ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang

perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian,

beberapa istilah tersebut adalah:

1. Hak Istri
2. Fikih Empat
Madzhab
3. Kompilasi  Hukum
Islam
15K BBI

Kekuasaan istri untuk berbuat sesuatu
(karena telah ditentukan oleh undang-
undang, aturan dan sebagainya)*®

Fikih yang dimaksud oleh peneliti disini

adalah hanya sebatas Mazhab figih
ahlussunnah, mazhab ini terdiri dari 4
(empat) Imam mazhab populer yang masih
utuh sampai sekarang, yaitu mazhab
Hanafi, Mazhab Maliki, mazhab Syafi“i,
dan mazhab Hanbali.

Kompilasi Hukum islam disini juga
dikatakan sebagai jeimaan kitab-kitabfigh
islam dari berbagai madzhab figih dengan
menggunakan bahasa undang-undang yang
termasuk di dalamnya hukum perkawinan,

kewarisan dan perwakafan.
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4.  Rujuk . Kembalinya seorang istri pada suatu
perkawinan ketika masih dalam masa
iddah selain talak bain dengan cara-cara
tertentu.t’

5. Maqasid al-Shari’ah . Tujuan, nilai dan faidah yang ingin dicapai
dari diturunkannya shariah baik secara
global maupun secara terperinci.*®Penulis
menggunakan Maqasid al-Shari’ah fi al-
usroh yang dipaparkan oleh Jamaluddin

Athiyyah.

Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari \VV bab yang berisi beberapa
pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah
penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah:

Bab | membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks
penelitian, batasan dan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika
pembahasan.

Bab Il membahas kajian pustaka tentang definisi, ketentuan dan

pendapat tentang hak istri dalam rujuk fikih empat madzhab dan Kompilasi

17Al-Ghazi, Fath al-Qorib, 48.
18 Ahmad al-Raisuni, al-Fikru al-Magasidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu, (Dar al-Baida: Ribat:
1999), 13.
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Hukum Islam. Serta membahas teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu
maqasid al-shari’ah.

Bab 11l memaparkan tentang metodologi penelitian mulai dari jenis,
pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan
data dan teknis analisis data.

Bab IV akan menjelaskan tentang diskusi hasil penelitian yang
berisi tentang analisa hasil penelitian dengan teori yang digunakan
dalam penelitian ini setelah melalui proses analisa data secara detail.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan

dan saran-saran.
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A

Rujuk

BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

1. Hak Istri Dalam Rujuk menurut Fikih Empat Madzhab

a.  Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari kata raja’a-yarji 'u-raj’atan yang secara

bahasa berarti kembali, sedangkan menurut istilah ada perbedaan

dalam mengartikan rujuk, sebagaimana berikut :

1)

2)

Hanaflyah

siall 3 s S ) Al 11y
Melangsungkan hak kepemilikan istri tanpa ada gantian
dalam masa iddah.

Redaksi “tanpa ada gantian” ini menunjukkan tentang
kembalinya hak kepemilikan istri tanpa adanya akad baru

yakni talak yang dilontarkan suami adalah talak raj’i.

Malikiyah
S 0o 04 o+ o “w, 0 Tt st 7 w ., ol {/g .04
dae L 28 fe ddaal] dalbdl a3l s33e ax3d))

Rujuk ialah kembalinya istri yang telah ditalak, kepada
perlindungan suami, tanpa ada pembaharuan akad nikah.

Meskipun dalam pengertian tidak mengungkapkan
antara talak bain dan talak raj’i, namun redaksi “tanpa
membutuhkan  pembaharuan akad nikah”, sudah

mengecualikan kembalinya istri dengan akad baru, maka itu

15



3)

4)

dinamakan talak bain. Sedangkan bila tanpa akad yang baru

itu hanya pada talak raj’i.°

Shafi’ah

@ <

sl o ot e Yl e S s

z

Rujuk adalah mengembalikan wanita dalam satu ikatan
perkawinan, dari talak yang bukan talak ba’in selama
masa iddah.

Yang dimaksud redaksi talak yang bukan talak ba’in

ialah talak raj’i.

Hanabillah

2 G ale SIS ) e 8wl S 2
Kembalinya perempuan yang ditalak selain bain kepada
perlindungan suami tanpa ada akad.?°

Pengertian diatas menunjukkan bahwasanya rujuk itu
mengembalikan kepemilikan istri yang sebelumnya putus

dikarenakan suami mentalak istri dengan talak raj’i.

Dalil-Dalil Rujuk

PR R T 0 s f Lt s dae .o < tes . F
w5 osas A OB It 2aT A LA Ll Be 09 Gl

Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh
empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada
isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.?

BAl-Jaziri, Al-Madhahib Al-Arba’ah, Vol. 4, 330.
2 Al-Jaziri, Al-Madhahib Al-4rba’ah, Vol. 4, 329.

2LAl-Bagarah 226.
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Suami yang telah bersumpah ilaa’ kepada istrinya itu
seperti ia mentalak istrinya, dalam masa empat bulan ia boleh
membiarkan putus ikatan suami istri atau ia melanjutkan ikatan

pernikahan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam redaksi

.

M gle G 52555 O 830 Hon V5 b 806 Sendily ity Sty
5 5 G351 A s s Al B 58 0y feassl
s galle Jsglls ypall Belle o0 g 235 o) 3 Oy

eSS B 2 g

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman
kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak
merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan
tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada
isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.??

Talak merupakan bentuk pertikaan yang terjadi di dalam
rumah tangga sehingga dalam ayat diatas menggunakan kata
ishlah atau damai untuk menunjukkan keinginan suami untuk
merujuk istrinya.
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22Al-Bagarah 228.
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Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang
baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika
kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
menebus dirinya. ltulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.z

Redaksi yang menunjukkan arti rujuk ialah imsak yakni
menahan ikatan pernikahan, dan batasan suami bisa merujuk

istrinya kembali ialah dua kali talak.

e 36 il U 5 v a5 e Bk 1 4 2 3 AL 3
W 350 ally syl g O 0 e O e
0sal

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia
kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas
suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang
(mau) mengetahui.?*

Ayat diatas menunjukkan bahwasanya suami yang
menghendaki untuk merujuk kembali istrinya yang telah ditalak

ba’in ialah dengan adanya muhallil atau suami kedua yang mana

ZAl-Bagarah 229.
24Al-Bagarah 230.
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muhallil tersebut menceraikan istrinya maka boleh bagi suami

pertama kembali lagi kepada mantan istrinya dengan akad baru.
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Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati
akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang
ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf
(pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya
mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan
hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah
padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu
Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran
kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan
bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah
Maha mengetahui segala sesuatu.?®

Ayat diatas menunjukkan bahwasanya tujuan rujuk
haruslah yang ma’ruf, yakni didasari dengan keinginan untuk
menjalin kembali ikatan pernikahan tanpa adanya tujuan untuk

menyakiti istri.
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak
wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta

ZAl-Bagarah 231.
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menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.?

Bagi istri yang belum dijima’ oleh suaminya maka tidak
ada iddah baginya, dan jika tidak ada iddah maka tidak ada rujuk

bagi suaminya.

J:\fc (535 ‘jié-“‘\) Sy ff‘éﬁgjgjﬁ Soasy SRS G Glat cals ‘39
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Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rulukllah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada
Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.?”

Dianjurkan bagi suami ketika merujuk istri mendatangkan
dua orang untuk menjadi saksi, hal tersebut untuk mengantisipasi

adanya kesalahpahaman dari pihak luar.
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2 Al-Ahzab 49.

2'Al-Thalaq 2.

28 Muhammad Bin Ismail, Shohih al-Bukhori, (tt: Thuga al-Najah, 1422 H.), 41.
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Ismail bin Abdillah menceritakan kepada kita, beliau bersabda:
Malik menceritakan kepadaku dari Nafi’, dari Abdillah bin Umar
ra. la menceraikan istrinya dalam keadaan haidh ketika masa
Rasulullah saw, kemudian Umar bin Khottob bertanya kepada
Rasulullah saw tentang hal tersebut. Bersabdalah Rasulullah
saw, “perintahkanlah kepada Abdillah untuk merujuknya, lalu
tahanlah sampai ia suci kemudian haidh kemudian suci lagi lalu
terserah ia mau menahannya atau menceraikannnya sebelum ia
jima’, itu adalah masa iddah yang telah Allah perintahkan jika
ingin mentalak istri.

Hadits diatas mengajarkan Kkita bagaimana tatacara
mentalak istri yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang
tidak menimbulkan madhorot kepada istri, yakni mentalak istri
ketika ia dalam keadaan suci sehingga masa iddahnya tidak

terlalu lama.
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Abdah bin Abdillah memberikan kabar kepada kita, ia berkata:
Yahya bin Adam menceritakan kepada kita, dan Amr bin Mansur
menceritakan kepada kita, ia berkata: Sahal bin Muhammad
menceritakan kepada kita, ia berkata: Yahya bin Zakariya
menceritakan kepadaku, diriwayatkan oleh Sholih bin Sholih,
diriwayatkan kepada Salamah bin Kuhail, diriwayatkan Sa’id
bin Jubair, diriwayatkan Ibnu Abbas, diriwayatkan Ibnu Umar,
bahwasanya Nabi saw, dan Amar berkata: “Sesungguhnya
Rasulullah saw mentalak Hafshoh lalu beliau merujuknya”.

2% Abu Abdurrahman, al-Sunan al-Nasai, (Halb: Maktab al-matbuat al-l1slamiyyah, tt), 342.
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Hadits diatas menunjukkan bahwasanya rujuk itu boleh
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasululloh ketika

beliau telah mentalak Hafshoh kemudian beliau merujuknya.

c. Masa Rujuk
Suami memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah
ditalak roj’i selama istri masih dalam masa iddah, adapun masa
iddah berbeda tergantung keadaan istri ketika ditalak, ada yang
tiga bulan, ada yang empat bulan lebih sepuluh hari, ada yang

sampai melahirkan.

d.  Rukun dan Syarat-Syarat Rujuk
Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus
dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.3!
Diantara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai
berikut :
1) Sighat (lafaz), sighat ada 2 (dua), yaitu :

a) Terang-terangan (sharih), misalnya dikatakan, “Saya
kembali kepada isteri saya” atau “Saya ruju’*
padamu”.

Yang dimaksud sighat yang sharih ialah sighat yang
hanya menunjukkan arti rujuk tidak yang lain

sehingga ketika sighat itu diucapkan maka tidak ada

30Abu Bakar bin Ali, al-Jauharah al-nirah, (tt: al-Khoiriyah, 1322 H.), 50.
8L Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan di Indonesia antara Figh Munakahat dan Undang-
undangPernikahan, (Jakarta : Kencana, 2006), 341.
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maksud lain selain rujuk. Jika suami mengucapkan
sighat sharih maka dapat diketahui bahwasanya ia
menghendaki untuk rujuk kepada istrinya.

b) Melalui sindiran, misalnya “Saya pegang engkau”
atau “Saya kawin engkau” dan sebagainya, yaitu
dengan kalimat yang boleh dipakai untuk ruju®™ atau
untuk yang lainnya.

Yang dimaksud sighat sindiran ialah sighat yang
mengandung arti selain rujuk sehingga ketika sighat
itu diucapkan maka masih membutuhkan pernyataan
dari suami apakah yang ia kehendaki Kketika
mengucapkan sighat tersebut merujuk istrinya atau
tidak.
DiShariatkan ucapan itu tidak bertaglid, berarti tidak
digantungkan, misalnya : “Aku ruju” engkau jika
engkau mau”, ruju” semacam ini tidak sah walaupun
isterinya mau. Rujuk yang terbatas waktunya juga
tidak sah, misalnya : “Aku ruju” engkau sebulan”.*?
2)  Istri (perempuan yang dirujuk), adapun syarat sahnya rujuk

bagi perempuan yang dirujuk itu adalah :

32 Moh. Rifa“i, Figih Islam Lengkap, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), 505.
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a) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki

yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang
bukan istrinya.?
Maksud syarat diatas ialah perempuan yang dirujuk
itu adalah benar-benar istrinya yang sah bukan istri
orang lain karena tidak ada hak bagi laki-laki untuk
merujuk perempuan yang bukan istrinya.

b) Istri yang tertentu, kalau suami menalak beberapa

istrinya, kemudian ia ruju” kepada salah seorang dari
mereka dengan tidak ditentukan siapa yang
dirujukkan, maka ruju“nya itu tidah sah.
Ketika suami memiliki istri lebih dari satu kemudian
ia mentalak istri-istrinya, ketika ia menghendaki
merujuk salah satu dari istri-istrinya maka ia harus
menentukan siapa yang ia kehendaki untuk dirujuk,
apakabh istri pertama, kedua, ketiga atau keempat.

c) Talaknya adalah talak raj’i.

Talak raj’i berarti talak yang telah dilontarkan suami
adalah talak satu atau talak dua karena ketika suami
melontarkan talak ketiga itu dinamakan talak ba’in

yang mana jika demikian tidak cukup hanya

33 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan...341.
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d)

mengucapkan rujuk  untuk mengembalikan
kepemilikan istri tapi harus ada muhallil.

Ruju’ itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa
iddah. Apabila masa iddahnya telah berakhir, maka
putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri
tersebut tidak boleh lagi dirujuk.3

Ketika suami menghendaki untuk merujuk istrinya
maka diharuskan istri masih dalam masa iddah
sehingga ketika masa iddah istri habis atau istri tidak
memiliki masa iddah seperti halnya istri yang belum
pernah dijima’ maka tidak ada hak bagi suami untuk

merujuk istrinya.

Suami. Ruju® ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya

sendiri (bukan dipaksa), dan suami tersebut juga telah

menikahi istrinya itu dengan nikahyang sah.

Hak Istri dalam Rujuk

Mengenai kerelaan istri dalam rujuk, empat imam mazhab

sepakat bahwa hak rujuk itu hanya milik suami, sehingga dalam
pelaksanaannya meskipun rujuk tanpa mendapatkan izin dari istri
maka itu masih dianggap sah, karena rujuk merupakan hak

prioritas seorang suami.®

34 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan ...341.
35 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan ...341.
36]mam Shamsu al-Din abu Bakar Muhammad, Al-Mabsut li al-Sarkhasi, Vol 5 (Lebanon : Beirut,
2000), 270.Lihat juga, Ibn Rusyd, Bidayah, 63.
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2. Hak Istri Dalam Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam
a. Tatacara Rujuk
Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, prosedur tata
cara rujuk diatur tidak semudah seperti apa yang telah
dikonsepkan para ulama fikih terdahulu, ada beberpa prosedur
tambahan yang harus dilakukan seseorang yang ingin melakukan
rujuk. Dimana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Mentrei

Agama (Permenag) RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban

Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama

dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan

bagi yang beragama Islam, rujuk diatur dalam pasal 32, 33, 34,

dan 38. Kemudian Permenag RI tersebut dikuatkan dalam KHI

pasal 167 sampai dengan pasal 169.%

Pasal 167

(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-
sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal
suami isteri dengan membawa penetapan tentang
terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
(Dalam Pasal 32 ayat (1) Permenag RI No. 3 Tahun 1975
hanya menyebut PPN atau P3NTR yang mewilayahi tempat
tinggal Istri).

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan

merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut
hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan

37 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 256.
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masih dalam iddah talak raj’i, apakah perempuan yang
akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-
masing yang bersangkutan besrta saksi-  saksi
menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah
atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami
isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang
berhubungan dengan rujuk.3®
Mengenai pembentukan ketentuan yang ada pada Pasal 167

ayat (1) sampai dengan ayat (3) KHI, hal itu ditempuh agar

terciptannya ketertiban porsesi rujuk bagi masyarakat Islam di

Indonesia. Ketertiban di sini menyangkut tujuan dari Hukum

Islam sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Sebab, apabila ada permasalahan dikemudian harinya, maka

ketertiban administratif tersebut, dapat menjadi bukti yang

otentik akan terjadinya rujuk, sekaligus dapat menghindarkan
ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak.3® Karena nikah
hampir sama dengan mu’amalah, maka pencatatan sebagai bukti
persaksian bila ada permasalahan nantinya sesuai dengan firman

Allah dalam surat al-Bagarah ayat 282. Sebagaimana berikut :
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38KHI Pasal 167, lihat juga Permenag No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat
Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan
Perkawinan bagi yang beragama Islam Pasal 32.

3 Ahmad Rofig, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 109.
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri
tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada
dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah
suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah;
Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala

sesuatu”.*0

Pentingnya saksi dalam rujuk sebagaimana yang tertuang

dalam pasal 167 ayat (4) KHI, untuk keterangannya sudah

40al-Qur’an, 2 : 282.

28



dijelaskan pada pasal sebelumnya. Kesimpulannya ada dua
kalangan ulama mazhab yang mensyaratkan adanya saksi dalam
rujuk, yakni ulama mazhab Hanafiyah dan Shafi ‘iyah.*! Dasar
yang digunakan adalah surat Al-Talak ayat 2. Sedangkan
ketentuan Pasal 167, itu merupakan salah satu bentuk upaya
pemerintah untuk menciptakan rujuk yang ma ruf sebagaimana

firman Allah :

Olesy 2 nd 3 Gy Aleag o6 Gyl
“Talak (vang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk

lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik”.#

Pasal 168 KHI ditambahkan :

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi
dan  ditandatangani  oleh  masing-masing  yang
bersangkutan beserta saksi- saksi, sehelai dikirim kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai
surat-surat keterengan yang diperlukan untuk dicatat
dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan
dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang
sebab-sebab hilangnya.*

Lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 juga dinyatakan :

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan
tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada

4LAl-Jaziri, Al-Madhahib Al-Arba’ah, Vol. 4, 333. Lihat juga lbn Rusyd, Bidayah, 63 .
“2al-Qur’an, 2 : 229.

#3KHI Pasal 168, lihat juga Permenag No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat
Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan
Perkawinan bagi yang beragama Islam Pasal 33.
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Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang
bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing
diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh
yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan
Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan
Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk
mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-
masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh
Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada
Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan
benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya
rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal
Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan
Panitera.*

Ketentuan yang ada pada Pasal 168 dan Pasal 169 KHI,
semua itu diatur untuk mewujudkan keadilan dalam

masyarakat. *°

Cara yang dilakukan pemerintah adalah
membuatkan Kutipan Bukti Pendaftaran Rujuk, sebab bila
perkawinan bisa dibuktikan dengan menggunakan Akta nikah,
maka rujuk juga harus ada buktinya, yakni dengan menggunakan
Kutipan Bukti Pendaftaran Rujuk. Mengenai dasarnya
sebagaimana keterangan sebelum yang menjelaskan tentang

pentingnya sebuah pencatatan dalam masalah perkawinan dan

rujuk.

4KHI Pasal 169, lihat juga Permenag No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat
Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan
Perkawinan bagi yang beragama Islam Pasal 34.

4Rofig, Hukum Perdata, 258.
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Hak Istri dalam Rujuk
Dalam Kompilasi Hukum Islam di terangkan pada bab
XVIII pasal 163, 164, 165, dan 166.%°

Pasal 163 :

(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa
iddah.
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak
telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan gabla
al-dukhul.

b. Putusan perkawinan berdasar putusan pengadilan

dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan
khuluk.*

Isi dari pasal 163 KHI merupakan sebuah rumusan dari
beberapa pengertian ulama fikih tentang rujuk, sebagaimana yang
telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya. Sehingga ada
sebuah kesimpulan mengenai beberapa batasan-batasan tentang
rujuk yakni :

a.  Rujuk hanya bisa dilakukan pada masa iddah;

b.  Rujuk hanya dapat dilakukan pada talak raj’i, bukan talak
tiga atau talak bain;

c.  Keadaan istri telak disetubuhi sebelum di talak;

d. Istri tidak diperkenankan meminta ‘%wad atas perpisahan
yang disebabkan talak, karena bila meminta ‘%wad itu

dinamakan khulu’.

46Rofig, Hukum Islam, 320.

4TKHI, Pasal 163.
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Dan dasar yang digunakan dari pasal 163 ayat (1) KHI
adalah surat Al-Bagarah ayat 228, sebagai mana keterangan yang
sebelumnya. * Sedangkan untuk ayat (2) poin (a) dasarnya
adalah surat Al-Bagarah ayat 230.%° Yaitu :

bk 535 ASH B A 2 4 2t 56 il 35
“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia
kawin dengan suami yang lain .5

Sebagaimana pendapat Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya,
beliau menjelaskan bahwa hikmah dari pensyaratan istri yang
sudah ditalak tiga untuk menikah dengan orang lain terlebih dulu,
bila mana suaminya menginginkan kembali, adalah sebagai tanda
bahwa konsekwensi dari talak tiga, itu menyebabkan laki-laki
tersebut sudah tidak halal lagi bagi perempuan.® Sehingga
peranan laki-laki menjadi suami benar-benar telah habis, dan
peranan tersebut digantikan dengan suami perempuan yang baru.

Sedangkan untuk pasal 163 ayat (2) poin (b), dasarnya
adalah sebuah hadis.>?

Sl W o G o R ) 1o o 5 5 o M B
16T Olkaitg Y 6525 18) oyl : J6 e

Diriwayatkan dari Muhammad bin zaid dari Sa’id bin jubair,
dari Ibn Umar, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda :

48 Al-Jaziri, Al-Madhahib Al-Arba’ah, Vol. 4, 329.
“SDepartemen Agama, Alasan Syar’i, 129. Lihat juga Sayyid Sabiqg, Figh al-Sunnah, Vol 2 (Mesir:
Dar al-Fath, 2009), 177.

S0al-Qur’an, 2 : 230.

SLAhmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Vol 1 (t.t: Dar al-Fikr, t.th), 224.
S2Departemen Agama, Alasan Syar’i, 129.
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“Seseorang yang sudah saling sumpah li’an, apabiila berpisah

maka tidak bisa berkumpul selamanya” >

Prosesi rujuk hampir sama dengan nikah, oleh karenanya
dalam prosesi rujuk juga diharuskan adanya pesetujuan seorang
istri dan disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah. Dan hal itu tertuang dalam pasal 164 dan 165
KHI.>

Pasal 164 :

Seorang wanita dalam iddax talak raj’i berhak mengajukan
keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan
Pegawai pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.%®

Pasal 165 :

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat
dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.®®

Pembuktian rujuk harus dengan kutipan Buku Pendaftaran
Rujuk dan bila mengalami kerusakan maka harus memproses
kepada instansi yang bersangkutan, sehingga muncullah rumusan
pasal 166 KHI.%’

Pasal 166 :

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaitaran
Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak

dapat dipergunakan lagi dapat dimintakan duplikatnya kepada
instansi yang mengeluarkan semula.%®

53Ahmad Bin Al-Husain, Al-Sunan Al-Shir Lil Baihagi, Vol 3 (Pakistan: Dar al-Nashar, 1989),

144.

%4Rofiq, Hukum Islam, 321.

SSKHI Pasal 164.
58KHI Pasal 165.

>"Rofig, Hukum Islam, 323.
%8Martiman, Hukum Perkawinan, 187.
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B.

Magqasid al-Shari’ah

1.

Biografi Jamaluddin Athiyyah

Jamaluddin Athiyyah Lahir di sebuah desa Kum al-Nur Mesir
pada tanggal 12 Mei 1928, dan lulus dari Fakultas Universitas Kairo
1948 kemudian memperoleh ijazah hukum Shariah sebelum bepergian
untuk bekerja di Kuwait hukum 1950 kemudian ke Swedia untuk
menerima gelar doktor dari Universitas Jenewa 1960.

Beliau bergabung dengan lkhwanul Muslimin pada tahun 1945
dan pemikirannya dipengaruhi oleh Syekh Hassan al-Banna, beliau
berkata: “saya terpengaruh oleh Syekh Hassan al-Banna baik dalam
ruhaniyyah maupun ilmiah, setiap hari Selasa saya menghadiri majlis
beliau.

Selama studi Jamaluddin Athiyah berinteraksi dengan tokoh
terkemuka dalam Aksi Islam seperti Syekh Abdul Wahab Kholaf,
Syekh M. Abi Zahroh, dan beberapa ahli hukum seperti Zaki wasami
Janinah. Beliau ditangkap selama dua setengah tahun pada tahun 1949-
1952 di penjara Mesir yang sudah diruntuhkan kemudian, dan beliau
dalam masa ini tidak bisa meneruskan karya tulis beliau.

Beliau mendirikan sebuah majalah Muslim kontemporer pada
tahun 1974, untuk menjadi sebuah wadah ilmiah untuk inovasi dan
menumbuhkan  pemikiran-pemikiran dalam peradaban Islam,

dijelaskan didalamnya:
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Itu adalah salah satu hadiah pertama dari Jamaluddin Athiyah
berkontribusi membangun perbankan Shariah dan buku-buku Bisnis
Bank Shariah dan ekonomi Islam dan universalitas tanpa tantangan
yang dialami oleh tertentu (buku bangsa) dan buku (Bank Shariah
antara kebebasan dan peraturan reformasi dan ketekunan teori dan
praktek) dan sejumlah penelitian Di majalah Muslim kontemporer, dan
berpartisipasi dalam Panitia Persiapan untuk Bank Islam pertama pada
tahun 1974, dan kemudian mendirikan Bank Islam pertama di
Denmark.

Beliau mengarang beberapa kitab seperti, al-Ummabh, al-Banuk
al-Islamiyyah baina al-Hurriyah wa al-Tandhim al-Tagwim wa al-
ljtihad al-Nadhiriyyah wa al-Tatbig, Nahwa T7af’il fi Maqgasid al-
Shari ah, al-Tandhir al-Fighiy, dan Tajdid al-Figh al-Islamiy.

Pada tanggal 13 Januari 2017 Jamaluddin Athiyah meninggal,

beliau merupakan pendiri majalah al-Muslim al-Ma’ashir.

2. Pengertian Magasid al-Shariah
Secara etimologi, magasid adalah bentuk plural (jamak) dari kata
magsad yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin
dicapai. Kata al-Shariah berarti tempat mengalirnya air. %° Secara
terminologis sharidh adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan
kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan

dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan

%9 Ahmad al-Raisuni, al-Fikru al-Magasidi....13
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apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih,
dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan atau kebijaksanaan
dengan omong kosong adalah aturan yang tidak termasuk dalam
Shariah, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir.

Sedangkan secara terminologi, kata Magasid al-Shariah adalah
tujuan, nilai dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya shariah
baik secara global maupun secara terperinci. © Jasser Audah
menjelaskan magasid al-sharidh secara aplikatif. Menurut Jasser,
maqasid al-sharidh adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab
segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah
kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa?”, seperti beberapa
pertanyaan berikut? Mengapa seorang muslim sholat? Mengapa zakat
dan puasa merupakan salah satu rukun Islam? Mengapa berlaku baik
terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa
minum-minuman beralkohol walaupun sedikit adalah dosa besar dalam
Islam? Mengapa hukuman mati diterapkan bagi orang yang
memperkosa atau membunuh secara sengaja?°*

Jasser menambahkan bahwa magasid al-sharidh adalah sejumlah
tujuan yang baik yang diusahakan oleh shariat Islam dengan cara
memperbolehkan atau melarang suatu hal. Magasid al-sharidh juga
berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses

al-tasyri’al-1slami (penyusunan hukum berdasarkan shari’at Islam),

60 Ahmad al-Raisuni, al-Fikru al-Magasidi....14 )
61 Jasser Auda, magasid al-Sharidh:A Beginner’s Guide, terjemah oleh Ali Abdelmonim, al-
Magasid untuk pemula (Suka Press, tk; tt), 4.
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seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak,
kesucian, kemudahan, kesetiakawanan daln lain sebagainya.®?

Dalam kajian hukum Islam, biasanya para ulama figh klasik
mengkategorikan magasid al-shari’ah sebagai bagian dari ilmu usul
al-figh. Namun ketegorisasi ini ditolak oleh Jasser, dengan alasan
bahwa Magasid mempunyai substansi yang berbeda dengan usul al-
figh. Menurutnya, ilmu usul al-figh sebagai ilmu banyak terfokus
kepada makna lahiriyah teks, sementara Magasid lebih terfokus kepada
makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sekaligus menegaskan
kesepahaman Jasser terhadap pendapat shekh al-Tahir Ibn ‘Asyur

tentang kemandirian Maqasid dari disiplin ilmu usul al-figh.

3. Sejarah Maqasid al-Shari’ah

Sejarah perkembangan gagasan yang mencoba untuk menarik
kesimpulan mengenai tujuan, atau maksud, yang melatarbelakangi
sebuah teks Quran dan atau instruksi Nabi saw, sejarah itu dapat
dikembalikan kepada zaman sahabat Nabi, sebagaimana telah
diriwayatkan tentang sejumlah kejadian pada zaman itu. Salah satu
contoh yang cukup terkenal dan populer, yang telah diriwayatkan
melalui banyak silsilah erawi adalah kejadian salat ashar di Bani
Qurayzah.

Dalam kejadian tersebut,Nabi saw mengirim sekelompok sahabat

ke Bani Qurayzah dan memerintahkan mereka agar tidak

62 Jasser Auda, magasid al-Shariah.... 4-5.
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melaksanakan salat ashar kecuali di Bani Qurayzah.®® Waktu yang
ditentukan untuk salat ashar saat itu hampir habis padahal mereka
belum mencapai tempat yang diperintahkan untuk melaksanakan salat
ashar. Oleh karenanya kelompok para sahabat itu terbagi ke dalam dua
pihak; ada yang merasa berkewajiban untuk melaksanakansalat ashar
karena waktunya hampir habis, sedangkan yang lain merasa
berkomitmen untuk melaksanakan perintah Nabi, walaupun waktu
sudah habis, alias tidak melaksanakan salat kecuali di tempat yang
ditentukan Nabi.

Masing-masing pendapat diatas dilatarbelakangi oleh sebuah
alasan yang masuk akal. Pihak yang melaksanakan salat dalam
perjalanan, sebelum tiba di Bani Qurayzah beralasan bahwa perkataan
Nabi saw bukanlah bermakna harfiah; yaitu menunda salat wajib,
melainkan bermaksud agar memicu semangat para sahabat untuk
segera tiba di Bani Qurayzah. Adapun pihak kedua beralasan bahwa
perintah Nabi yang wajib juga diikuti, sangat jelas dalam menyuruh
mereka salat ashar ditempat itu.

Ketika kedua pihak itu menghadap Nabi saw dan menceritakan
kisah mereka, Nabi pun merestui keduanya.direstuinya kedua pendapat
tersebut, sebagaimana para ulama mencatat, menunjukkan kebolehan
dan kebenaran dari kedua pendapat itu. Ulama hukum Islam, satu-

satunya yang tidak menyetujui pendapat para sahabat yang

83Muhammad al-Bukhori, Shohih al-Bukhori, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1986) vol I, 321.
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melaksanakan salat ashar dalam perjalanan (pihak yang menafsirkan
instruksi Nabi berdasarkan maksud bukan berdasarkan pemahaman
harfiah) adalah imam Ibn Hazm al-‘Zahiri(yang berpaham harfiah).
Beliau menulis bahwa para sahabat itu seharusnya melaksanakan salat
ashar setelah tiba di Bani Qurayzah, sebagaimana perintah Nabi,
sekalipun pada tengah malam!.%4

Terdapat sejumlah kejadian lain yang memperlihatkan
konsekuensi yang lebih serius ketika pendekatan pemahaman al-
Maqgasid diterapkan dalam memahami instruksi Nabi saw yaitu
keputusan Umar RA untuk memasukkan kuda ke dalam kekayaan
yang wajib dizakati, meskipun sabda Nabi SAW mengecualikan kuda.
Rasionalisasi Umar adalah bahwa kuda di masa kekhalifahannya,
secara signifikan sudah melebihi nilai unta yang boleh dimasukkan ke
dalam objek wajib zakat pada masa hidup beliau.®® Dengan kata lain,
Umar memahami maksud zakat dalam kaitannya sebagai bentuk
bantuan sosial yang harus dibayarkan orang kaya untuk kepentingan
orang miskin, dengan mengesampingkan tipe kekayaan baku yang
telah disebutkan dalam al-Sunnah, dan memahaminya melalui
implikasi literalnya (harfiah).®

Hampir seluruh mazhab, menolak ekstensi objek wajib zakat
seperti ini, yang mengilustrasikan bagaimana aliran literalis memiliki

pengaruh kuat dalam metode yuridis tradisional. Ibn Hazm

84<ATi ibn Hazm, al-Muhalla, Vol. I11 (Beirut: Dar al-AFag, t.th.), 29.
85Kamal al-Din al-Siwasiy, Sharh Fath al-Qadir, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 192.
86y Usuf al-Qardawiy, Figh al-Zakah, Vol. 1 (Jakarta: al-Risalah, 1985), 229.
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menegaskan bahwa tidak ada kewajiban zakat terhadap apapun,
kecuali 8 (delapan) jenis kekayaan yang disebutkan dalam al-Sunnah,
yaitu emas, gandum, kurma, unta, sapi, domba dan kambing.®” Tidak
ada kewajiban zakat terhadap kuda, barang niaga, atau benda berharga
lainnya. Pendapat ini tentu menghalangi institusi zakat untuk mencapai

keadilan atau kesejahteraan sosial yang berguna.

4.  Klasifikasi Magasid al-Shariah

Al-Magasid telah mengalami banyak perubahan dari segi
klasifikasi, bergnatung dimensi yang dipandang oleh seorang fakih
atau ulama, seperti: klasifikasi klasik al-Magasid meliputi tiga jenjang
keniscayaan: al-Daruriyyat (Keniscayaan), al-Hajiyyat (Kebutuhan),
dan al-Tahsiniyyat (Kemewahan). Kemudian para ulama membagi
keniscayaan menjadi lima: Hifz al-Din (pelestarian agama), Hifz al-
Nafs (pelestarian nyawa), Hifz al-Mal (pelestarian harta), Hifz al- ‘Agl
(pelestarian akal), Hifz al-Nasl (pelestarian keturunan). Sebagian
ulama menambah Hifz al-‘Ird(pelestarian kehormatan).%® Klasifikasi
kontemporer al-Magasid meliputi tiga golongan, sebagai berikut: al-
Magasid Umum, al-Magasid Spesifik, dan al-Magasid Parsial.%®

Khusus bab pernikahan, salah seorang parar Magasid al-sharia,
Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang Magasid atau

tujuan dari perShariatan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami

71bn Hazm, al-Muhalla, ..., 209.
88 Jasser Auda, magasid al-Shariah....7-8.
89Jasser Auda, magasid al-Shariah....13-14.
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dan menafsirkan teks al-Qur’an dan sunnah tentang Magasid al-
shariah pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar
Maaasid lainnya. Menurut Jamaluddin Atiyyah, Maagasid al-shariah
dari pernikahan adalah:

a.  Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap
bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang
dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai  kemanusiaan.
Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya
binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di
bawah kedudukan laki-laki.

Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama
bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki
dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang
seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam lalu menjelaskan beberapa aturan yang
berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk
menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami,
aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan
tentang khulu’, fasakh, dan aturan lainnya yang tidak pernah

dikenal sebelumnya, atau kalaupun sudah aturan, dirasa belum
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memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering
terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan keluarga.”
b.  Menjaga keturunan

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih
calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena
termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan,
artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang
tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan anak laki-laki
sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang
ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi
keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika
semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak memnikah dan
tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam
akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah uamt
Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen
melihat tujuan pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tujuannya agar
menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah
keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dengan
perempuan) dan larangan menikah sesama jenis (laki-laki dengan

laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan

70 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf il Maqgasid Shari’ah, (Damaskus; Dar al-Fikr; 2001), 149.
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mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar
tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan
tindakan medis terhadapalat reproduksi perempuan agar terhindar
untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.”

c.  Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan
kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya
dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan
tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri.
Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan sitri untuk
saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga
perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konfilk,
itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai
sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan
suami istri yang dideskripsikan dengan “mu’asharah bi al-
ma’ruf”, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara
terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga
mengatur tata karama berhubungan seksual dan aturan lainnya.”?

d. Menjaga garis keturunan
Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga

keturunan. Manjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan

! Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il..., 150.
72 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il....150.
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akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai
ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan,
tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang
anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya
dan siap bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras
perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang
anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan
menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri,
ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga
aturan tentang masa iddah, dan aturan lainnya.”

e. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria
calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup
selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammas saw. memberikan
gambaran bahwa ada empat kriteria yang harus jadi
pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik,
sisi keluarga, sisi ekonomi dan sisi agama. Ke-empat Kriteria
tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih
calon suami atau istri. Akan tetapi, dari ke-empat Kriteria

tersebut, hanya agam dan keberagamannyalah yang harus

73 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il....151.
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menjadi  pertimbangan utama dibandingkan tiga Kkriteria
lainnya.”
f.  Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas
kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga,
tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan
bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada
jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang
dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang
merangkai pola hubungan natara anggota keluarga. Suami dan
istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi,
begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan
baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat,
seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahrom, pola
hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam
diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota
keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari
rasa keadilan dan kemaslahatan.”™

g.  Mengatur aspek finansial keluarga
Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-

aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya

4 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il.... 153.
75 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Tafil.... 154.
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kewajiban suami membari mahar keada istri sebagai bukti bahwa
dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggungjawab, suami
juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga
anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang
dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum
kewarisa, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga,
perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek

finansial.”®

C. Kerangka Berpikir

Dalam bab sebelumnya telah disampaikan beberapa penjelasan
mengenai teori magasid al-shari’ah dengan cukup gamblang. Teori magasid
al-shari’ah akan mencoba membaca hak istri menolak rujuk. Bagaimana
penerapan tujuan yang terdapat dalam teori tersebut yakni 1. Mengatur
hubungan laki-laki dan perempuan 2. Menjaga keturunan 3. Menciptakan
keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah 4. Menjaga garis keturunan
5. menjaga keberagaman dalam keluarga 6. mengatur pola hubungan yang
baik dalam keluarga 7. mengatur aspek finansial keluargadalam membina
keluarga yang diwujudkan dalam rujuk adanya hak istri menolak rujuk

dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

76 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il....154.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari pengumpulan datanya, maka jenis penelitian yang
digunakan dalam meneliti ini adalah penelitian pustaka,’’ dengan
meneliti buku-buku atau kitab-kitab atau informasi tertulis lainnya
yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tentang rujuk dan
magasid shari’ah. Penelitian ini bersifat kualitatif ® dan bersifat
deskriptif ° analitik. Penelitian ini lebih menekankan pada bentuk
uraian dan menjelaskan gambaran suatu keadaan dengan cara
memaparkan data. Selanjutnya penelitian ini berusaha menganalisanya
sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk

mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

"Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Pengusaan
Metodologi Penelitian (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 11. Lihat juga, Suharsimi Arikunto,
Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

8 Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif kualitatif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Alasan memilih
metode ini karena permasalahan belum jelas, holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna. Andi
Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2011), 22.

9 Penelitian hukum Islam pada dasarnya ada dua yaitu penelitian normatif dan penelitian
deskriptif. Fokusnya disini tidak mencari norma hukumnya tetapi mendeskripsikan fenomena
hukum dengan mencari hubungan variable-variabel hukum dan variable-variabel non hukum.
Samsul anwar, pengambangan metode penelitian hukum Islam dalam mazhab Yogya menggagas
paradigma ushul fikih kontemporer (Yogyakarta; Ar-Ruzz, 2001), 157. Deskriptif yaitu
permasalahan yang membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel lain, hanya
menggambarkan variabel saja. Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian
(Bandung; Alfabeta, 2013), 8.

48



2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif.
Pendekatan normatif untuk mengkaji materi hukum normatif terkait
pandangan ulama klasik dan Law in Book yaitu pasal-pasal rujuk
dalam KHI dengan menggunakan teori magasid al-shari’ah
Jamaluddin Athiyyah.
3. Jenis Data
Berdasarkan metode yang digunakan, maka data yang digali dan
dipakai dalam penelitian ini adalah:
a.  Data tentang rujuk.
- Kompilasi Hukum Islam
- al-Um karya Muhammad ibn Idris
- al-Mabsut karya Muhammad ibn Abi Sahal al-Sarkhasi
- al-Mudawwanah al-Kubro karya Malik ibn Anas
- al-Kafi karya Abdulloh ibn Qudamah
b.  Data tentang Maqasid al-Shari’ah.
- Nahwa Taf’il Magasid al-Shari’ah. Karya Jamaluddin

Athiyah

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua,

yaitu:
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Sumber Primer dalam penelitian ini adalah data tentang Magasid al-

Shari’ah. Dalam hal ini diantaranya adalah:

a.

b.

s

f.

Muhammad ibn Idris, al-Um

Muhammad ibn Abi Sahal al-Sarkhasi, al-Mabsut
Malik ibn Anas, al-Mudawwanah al-Kubro
Abdulloh ibn Qudamah, al-Kafi

Kompilasi Hukum Islam

Jamaluddin Athiyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah.

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa data

tambahan tentang magasid al-shari’ah dalam kitab-kitab dan buku-

buku Dalam hal ini diantaranya adalah:

a.

Abd al-Rahman Al-Jaziri, Al-Figh ‘Ala al-Madhahib Al-Arba’ah,
Vol. 4.

Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, vol 2

Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu

Ahmad al-Raisuni, al-Fikrual-Magasidi gawaiduhu wa
Fawaiduhu.

Jasser Auda, Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law:
A System Approach terjemah, membumikan Hukum Islam

melalui Magasid Shari’ah.
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C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode
dokumentasi, ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
agenda® yang berhubungan dengan konsep rujuk. Adapun teknik atau
metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat
atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau
oleh orang lain oleh subjek. 8 Dalam penelitian ini, peneliti akan
mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada , sehingga penulis dapat
memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu:
data tentang rujuk yang ada dalam fikih dan KHI serta data tentang konsep

Maqasid al-Shari’ah Jamaluddin Athiyyah.

D. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan
penalaran deduktif-induktif. Penalaran deduktif®? untuk menjabarkan hal
yang bersifat normatif yang ada dalam sumber primer yang digunakan, yaitu
konsep rujuk yang ada dalam pandangan ulama fikih dan KHI. Kemudian

ditelusuri bagaimana penerapan Maqasid al-Shari’ah dalam keduanya

8 Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT RinekaCipta,
2006), 231.

81 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.
82 penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum; penyimpulan dari yang umum ke yang khusus.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
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dengan menggunakan pola berfikir induktif 8 . Setelah itu dilakukan
pemeriksaan untuk memilih data mana yang sesuai dengan masalah yang
diteliti, dilanjutkan dengan mengklasifikasikan data dengan cara menyusun
data yang diperolen ke dalam permasalahan yang berbeda-beda yang
bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Setelah data terkumpul maka
diadakan pengecekan data atau verifikasi data untuk menguji validitas data
yang diperoleh dan dilanjutkan dengan menganalisis data yang telah
terkumpul.
Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data adalah dengan cara
sebagai berikut:
1. Reduksi data
Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Merudiksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti  untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data
Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data.
Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data,

8 Penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum;
penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus.Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
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maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan
berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid
dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data maka,

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
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BAB IV

HAK ISTRI DALAM RUJUK MENURUT FIKIH EMPAT MAZHAB DAN

A

KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI’AH

Hak Istri dalam Rujuk menurut Fikih Empat Mazhab

Kalangan ulama fikih mayoritas berpendapat bahwa pelaksanaan rujuk
dapat dilakukan dengan menggunakan ucapan maupun perbuatan,
sedangkan menurut ulama mazhab maliki, rujuk selain bisa dengan ucapan,
juga bisa dengan menggunakan perbuatan namun disyaratkan disertai
dengan niat merujuk.

Pelaksanaan rujuk dengan menggunakan ucapan, bisa berbentuk sarzh,
yakni ucapan dengan menggunakan lafadz yang tidak memungkinkan
mengandung arti lain selain rujuk. Seperti “Aku rujuk istriku”, atau “Aku
rujuk Kamu”. Namun juga bisa berbentuk kinayah atau sindiran, yakni
ucapan dengan menggunakan lafadz yang masih memungkinkan
mengandung arti selain rujuk. Seperti ucapan “Kamu istriku” atau “Kamu
disisiku sekarang, sebagaimana dulu”.® Berbeda dengan Imam Shafi7,
beliau berpendapat bahwa rujuk dengan menggunkan ucapan hanya
diperbolehkan yang berbentuk sarih saja karena perceraian itu memutus
pernikahan.®>Keberagaman pengertian rujuk yang telah diungkapkan para

ulama mazhab fikih, tampaknya memberikan konsekwensi adanya beberapa

84Wahbah al-Zuhailiy, Al-Figh Al-Islamiy Wa Adillatuh, Vol 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), 437-
438.

8Muhammad ‘Ali Al-Sabuni, Rawaih al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an, Vol 2
(Lebanon: Al-Maktabah Al-°Asriyah, 2011), 310.
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kesamaan dan perbedaan dalam permasalahan pelaksanaan rujuk dengan
perbuatan.

Ulama mazhab fikih semua sepakat bahwa waktu pelaksanaan rujuk
hanya bisa dilakukan pada masa iddah dan jenis talak yang dijatuhkan suami
adalah masih talak raj’i, sedangkan kondisi sang istri sebelum di talak telah
disetubuhi oleh sang suami, serta istri tidak diperkenankan meminta ‘%wad
ketika sang suami merujuknya. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai
pelaksanaan rujuk dengan perbuatan yang diaplikasikan berupa
persetubuhan dan sejenisnya.

Ulama Hanaflyah menunjukkan bahwa status wanita yang telah ditalak
raj’i itu masih sebagai istrinya, sehingga ketika suami tersebut mensetubuhi
istrinya yang ditalak, dan masih dalam masa iddah maka secara otomatis
akan terjadi rujuk. Hal ini sesuai dengan redaksi pengertian tentang rujuk
yang telah mereka ungkapkan dengan menggunakan redaksi ibgau al-Milki,.
Hal tersebut berdasarkan apa yang ada dalam surat al-Bagarah ayat 228.%
Disana Allah SWT menggunakan redaksi bu’uatuhunna, sedangkan para
mufassir menafsirkan lafad tersebut dengan azwajahunna.®” Dari redaksi
ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa status perkawinan yang terjadi
setelah adanya talak raj’i itu masih dianggap utuh. Sehingga mereka
beranggapan bahwa boleh melakukkan rujuk dengan cara mensetubuhi

istrinya yang sudah ditalak raj’i. Sejalan dengan pendapat di atas, dari

86 Al-Jaziri, Al-Madhahib Al-Arba’ah, Vol. 4, 329.
1bid. Lihat juga, Muhammad Al-Razi, Tafsir Al-Fakhr Al-Razi, Vol 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t,th),
87.
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kalangan ulama Malikivah, dan kalangan ulama Hanabillah juga
berpendapat bahwa pelaksanaan rujuk dengan cara mensetubuhi itu
disahkan, hanya saja ulama Malikiyah mensyaratkan adanya niat rujuk
ketika mensetububhi istrinya tersebut.

Sedangkan menurut ulama Shafi’yah, mereka berpendapat berbeda
dengan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas. Ulama
Shati’lyah menggunakan redaksi Radd al-Marah, dikarenakan mereka
berpendapat bahwa wanita yang sudah ditalak raj’i diibaratkan dengan
wanita ajnabiyah, sehingga diharamkan bagi laki-laki tersebut untuk istimta’
dengannya, meskipun dengan niat merujuk istrinya. Pendapat tersebut
sejalan dengan apa yang ada dalam surat al-Bagarah ayat 229. Dan mereka
juga berpendapat bahwa rujuk dilakukan untuk mengembalikan ikatan
pernikahan secara sempurna. Sebab, meskipun ada beberapa hak yang masih
ada pada suami, misalnya wanita tersebut meninggal dalam masa iddah,
maka sang suami masih mendapatkan bagian warisan. Namun ada hak yang
hilang, yang disebabkan oleh talak atau perceraian, yakni suami tidak boleh
melakukan istimta’ pada istri yang ditalak raj’i.%®

Di dalam kitab Bidayat al-Mujtahid karangan lbn Rusyd disebutkan,®
bahwa kaum muslim sepakat suami memiliki hak merujuk istrinya pada
talak raj’i selama masih dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan

keridhaan istrinya.

88 A\l-JaZiri, Al-Madhahib Al-Arba’ah, Vol. 4, 330.
8 |bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, 167.
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Suami dari perempuan yang ditalak berhak kembali kepada mantan
istrinya pada masa iddah, jika suami tersebut bermaksud untuk memperbaiki
dan mengoaulinya kembali dengan baik. Tetapi jika kembalinya tersebut
dimaksudkan untuk menyakitinya dan menghalang-halanginya agar tidak
kawin dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkatung-katung. la
tidak memperlakukannya secara baik sebagaimana perlakuan seorang suami
terhadap istrinya, namun ia tidak mengizinkan untuk kawin dengan orang
lain. Dengan demikian ia telah berbuat dosa kepada Allah melalui
perbuatannya.*

Ali al-Shobuni berpendapat bahwa dalam talak raj’i, laki-laki
mempunyai hak rujuk kepada istrinya (bukan istri mempunyai hak rujuk)
tanpa adanya akad baru, mahar baru, dan tanpa kerelaan istrinya. Oleh
karena rujuk itu adalah hak suami, maka tidak disyaratkan kerelaan dari istri,
tidak perlu memberitahukannya dan juga tidak perlu adanya wali
sebagaimana tidak disyaratkannya adanya kesaksian di dalam rujuk.

Pendapat yang menyatakan bahwa rujuk itu merupakan hak mutlak
suami sesungguhnya bersumber dari hak menjatuhkan talak. Menurut para
ulama’, menjatuhkan talak adalah hak suami yang tidak dimiliki oleh yang
lain, termasuk istri. Suami bebas melakukannya di tempat manapun secara
sepihak tanpa memerlukan persetujuan istri. Oleh karena itulah dengan
sendirinya dalam masalah rujuk pun akan berlaku demikian, artinya talak

yang dijatuhkan oleh suami tidak dapat ditolak oleh istri, maka rujuknya pun

% Musthofa al-Maroghi, Terjemah Tafsir al-Maroghi, (Bandung: CV Rosda), 285.
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tidak bisa ditolak. Disamping itu karena talak ini dijatuhkan oleh suami,
maka yang paling berkepentingan untuk rujuk tentu juga suami. Jadi logis
apabila ulama fikih merumuskan bahwa rujuk itu hak mutlak suami.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa
sekalipun ulama fikih berpendapat bahwa rujuk adalah hak untuk suami,
sehingga istri tidak berhak menolaknya, tetapi menurut peneliti untuk
melaksanakan hak tersebut suami harus memperhatikan syarat-syarat

tertentu, misalnya tidak memberi madhorot kepada istri.

Hak Istri dalam Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal-pasal yang ada dalam KHI tentang bab rujuk, lebih banyak
mengalami perkembangan dari beberapa ketentuan yang ada dalam fikih.
Sehingga ada beberapa permasalahan yang juga harus menjadi pertimbangan
dalam sahnya pelaksanaan rujuk, menurut kaca mata KHI. Hal itu dimulai
dari pasal 164 KHI dan 165 KHI. Dalam 2 pasal tersebut ditegaskan bahwa
rujuk tidak akan sah bila mana tidak mendapat persetujuan dari istrinya.
Dengan demikian dalam kewenangan rujuk yang ada dalam fikih dan yang
ada dalam KHI telah mengalami perkembangan. Fikih yang semula
meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bisa dengan bebas
menentukan kapan saja ia akan merujuk istrinya asalkan masih dalam masa
iddah, dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan istri. Artinya, ketika
suaminya meminta rujuk, namun bila istrinya tidak berkenan untuk

melanjutkan pernikahan, maka rujuk tidak akan terjadi.
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Dasar yang dipakai oleh para ulama adalah surat al-Bagarah ayat 228
sebagaimana yang ada di atas. Para ulama terkeasn mengartikan lafad
akhakku dengan berhak, bukan lebih berhak. Sehingga mereka berani
menyimpulkan bahwa rujuk itu merupkan hak mutlak sang suami.
Sedangkan M. Quraish Shihab, beliau berpendapat lain dalam mengartikan
kata akhakku. Dari segi redaksional, kata akhakku bisa difahami bahwa
sebenarnya masing-masing dari suami maupun istri sama-sama memiliki
haknya, hanya saja kapasitasnya lebih tinggi dari yang dimiliki suami.
Dimana kata akhakku difahami dalam arti lebih berhak.®* Sehingga bila
redaksi kata akhakku difahami demikian, maka hal itu dapat mendukung isi
kandungan dari pasal 164 KHI dan pasal 165 KHI. Karena pemahaman lebih
berhak, itu meunjukkan bahwa sebenarnya dari pihak istri juga mempunyai
kewenangan dalam pelaksanaan rujuk, sehingga tidak boleh sang suami
merujuk tanpa ada pertimbangan dari pihak sang istri.

Ketika disandingkan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan pasal 30 sampai dengan pasal 34, maka isi kandungan yang
terdapat dalam pasal 164 dan 165 KHI dapat dikatakan sesuai bahkan bisa
dikatakan saling menguatkan satu sama lain. Sebab dalam pasal 30-34 yang
terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disana dijelaskan
bahwa meskipun masing-masing antara suami dan istri mempunyai fungsi
dan tanggung jawab yang berbeda, namun dalam mengarungi kehidupan

rumah tangga keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni tercapainya

%1 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 1 (Jakarta:
Lentera Hati, 2007), 489.
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keharmonisan dan kebahagian rumah tangga serta keluarga, atau terciptanya
rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Yahya Harahap kedudukan suami istri dalam sebuah rumah
tangga adalah seimbang. Keduanya sederajat dan segala sesuatu yang
muncul dalam perkawinan harus dirundingkan bersama.® Sehingga untuk
dapat menjaga tujuan dari perkawinan dalam rumah tangga, dan mencapai
keadilan antara peran suami dan istri, maka sangat diperlukan musyawarah
bersama ketika ada persengketaan diantara keduanya. Lebih-lebih setelah
adanya perpecahan rumah tangga yang diakibatkan dari perceraian.

Perkembangan pemikiran fikih juga bisa dilihat pada aturan KHI yang
mengatur tentang tata cara aturan rujuk, yang mana beberapa prosedur yang
telah dituangkan mulai dari pasal 167 sampai dengan pasal 169, tidak
menjadi persyaratan dalam tata cara rujuk menurut kalangan ulama fikih
terdahulu.

Beberapa pasal-pasal tersebut, menyimpulkan bahwa persyaratan
normatif maupun teknis harus sama-sama terpenuhi bila seseorang
mengharapkan rujuk untuk bisa dilaksanakan. Apakah istri yang dirujuk
masih dalam masa iddahnya, atau apakah perempuan yang dirujuk itu benar-
benar bekas istrinya, merupakan persyaratan yang berbentuk normative,
sebagaimana yang tercermin dari pasal 167 KHI. Sedangkan apakah petugas
PPN atau P3N yang ditunjuk sesuai dengan kompetisi wilayahnya, maka itu

merupakan persyaratan dari segi teknis, dan hal itu terwakili dalam pasal

92Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Huku Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2014), 49.
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168 KHI. Namun persyaratan pelaksanaan rujuk tidak hanya berhenti
sampai disitu, bila seseorang tersebut masih benar-benar ingin melaksanakan
rujuk. Dia juga harus memenuhi persyaratan yang bersifat teknis
administratif , seperti suami istri tersebut harus mempunyai bukti Kutipan
Buku Pendaftaran Rujuk untuk dibawa ke Pengadilan Agama yang
bersangkutan.®® Dari sini akhirnya tampak bahwa hukum perkawinan Islam
di Indonesia dalam satu sisi mempersulit terjadinya perceraian, dengan
memberikan beberapa tahapan yang lebih lama untuk prosedur pelaksanaan
perceraian, dan dari satu sisi lainnya memberikan kemudahan dalam
prosedur pelaksanaan rujuk.

Ada hal lain yang menarik dari pasal-pasal KHI yang mengatur tentang
tata cara rujuk, sebagaimana yang ada dalam pasal 168 ayat (5), di sana
dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah untuk memberikan nasihat kepada suami istri yang sedang melakukan
rujuk. Sehingga kedepannya mereka dapat lebih dewasa ketika menghadapi
konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Bila dibandingkan dengan yang
ada dalam fikih, maka tidak ada prosedur demikian, sehingga tampaknya
KHI benar-benar ingin menanamkan nilai-nilai pembentukan perkawinan
yang sakinah, mawaddah, wa rahmah di beberapa pasal yang terdapat dalam
rujuk. Karena rujuk menggambarkan bahwa suami istri tersebut akan
mengarungi rumah tangga yang baru lagi, maka diperlukan pondai lagi

sebagai mana langkah semula.

9Rofig, Hukum Islam, 325.
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Hemat penulis, KHI sepertinya lebih rinci dalam memuat aturan-aturan
mengenai rujuk. Dan dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang
beberapa penjelasan yang ada dalam fikih. Namun berkenaan dengan proses,
KHI melangkah lebih maju dari pada fikih itu sendiri. Sehingga meskipun
terjadi beberapa perbedaan, tapi sebenarnya itu tidak saling melemahkan.
Malah sebaliknya, yakni saling menguatkan satu sama lainnya.

Ketentuan rujuk dalam KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana
karena mengambil jalan tengah antara suami istri yakni suami mempunyai
hak untuk rujuk dan istri mempunyai hak untuk menolak atau menerima
rujuk sesuai dengan pasal 165 KHI. Dengan demikian ada keseimbangan
hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal rujuk ini, memang sebaiknya istri diberi kesempatan atau
hak untuk menentukan apakah ia mau menerima rujuk yang dikehendaki
oleh suaminya atau menolaknya. Ketentuan rujuk dalam KHI berdasarkan
pada hak dan martabat perempuan. Islam memberikan kehormatan dan
beberapa hak kepada perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam
bidang perkawinan. Antara suami istri diadakan hak dan kewajiban secara
timbal balik di mana perempuan yang menjadi istri pun mempunyai hak
sebagaimana juga mempunyai kewajiban.

Dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui
kehendak rujuk mantan suami, sebenarnya aturan itu mengingatkan laki-laki
agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam konteks

ini KHI menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar
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juga terlihat pada aturan-aturan rujuk. Paling tidak, aturan ini termasuk
aturan mengenai talak, dapat menekan terjadinya talak pada tingkat yang
paling minimal.

Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa
perkembangan hukum Islam semakin hari semakin bertambah pesat. Hal ini
terjadi dikarenakan banyak hal antara lain, banyaknya masalah kontemporer
yang belum dibahas oleh para ulama’ terdahulu sehingga diperlukan adanya
ijtihad dan pembaharuan hukum agar sesuai dengan zaman sekarang. Karena
kondisi pada zaman dahulu mulai dari zaman nabi Muhammad Saw, zaman
khalifa, dan tabi’in sampai sekarang berbeda-beda. Latar belakang tersebut
mendorong beberapa cendikiawan muslim untuk melakukan ijtihad secara
bersama-sama untuk dapat berdiskusi merumuskan pembaharuan hukum
Islam sesuai dengan tujuan Shari’ah.

Dalam KHI, rujuk diatur dalam pasal 163 sampai 169, yang menarik
adalah isi pasal 164 dan 165. Pada pasal 164, istri boleh mengajukan
keberatan atas keinginan rujuk yang diajukan bekas suami. Sedangkan pasal
165 dinyatakan, apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri
dinyatakan tidak sah.

Isi kedua pasal tersebut sekilas sangat bertentangan dengan konsep
fikih dan hadits yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami dengan
tanpa memandang kerelaan istri. Akan tetapi sebenarnya tidak, terlepas dari
bias gender, pasal tersebut justru sesuai dengan tujuan Shari’ah yang sangat

menghormati perempuan. Pasal tersebut ditujukan untuk menghormati hak-
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hak wanita, yang dimungkinkan masih ada rasa trauma dan takut pasca
perceraiannya dengan suami. Selain itu, pasal-pasal tersebut dan KHI secara

umum difungsikan untuk melengkapi hukum Islam dalam konsep fikih.

Hak Istri dalam Rujuk menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi
Hukum Islam Perspektif Magasid Shari’ah Jamaluddin Athiyyah

Dalam ranah ijtihad berbasis maqgasid, penggunaan al-Quran dan al-
Sunnah sebagai sumber hukum Islam paling utama merupakan sebuah
keniscayaan. Sebab memang demikianlah yang dipesankan oleh Nabi
kepada sahabat Mu adz bin Jabal sewaktu akan bepergian ke Negara Yaman
melalui sebuah percakapan berbentuk pertanyaan. Demikian halnya, pesan
Nabi kepada umatnya agar berpegang pada al-Qur an dan al-Sunnah dengan
jaminan tidak akan pernah tersesat selamanya jika masih berpegang teguh
pada keduanya.

Namun demikian, tidak seluruhnya kandungan dari al-Qur'an dan al-
Sunnah berbicara secara spesifik permasalahan-permasalahan yang akan
dihadapi oleh umat. Pada titik inilah diperlukan upaya-upaya penggalian
hukum atas permasalahan-permasalahan baru secara mendetail melalui
sebuah proses berfikir yang dikenal dengan istilah ijtihad. Seperangkat
metode yang dibutuhkan untuk menjamin validitas sebuah upaya ijtihad
kasus-kasus parsial terumuskan dalam bentuk kajian usul figh yang mesti

dikuasi oleh para mujtahid sesuai dengan ragam tingkatannya.
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Berbeda dengan usul figh yang banyak mendasarkan diri pada
ketentuan teks nas al-Qur an dan al-Sunnah, magasid al-shari ah penetapan
hukumnya berdasarkan penekanan pada nilai-nilai dan prinsip universal
yang terkandung dalam keduanya. Apabila ketentuan-ketentuan spesifik dan
parsial di dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak sesuai dengan nilai dan
prinsip universalitas magasid al-shari ah yang disarikan dari al-Quran dan
al-Sunnah, maka harus ditafsirkan sejalan dengan prinsip dan nilai universal
tersebut. Begitu juga halnya denganima’, qiyas, istihsan, maslahah{
mursalah,sadd al-dhara’i yang tetap digunakan selama dianggap sesuai
dengan magasid al-shari ah yang lebih mendasarkan diri pada kemaslahatan
dibandingkan dengan teks. Nilai universalitas maqgasid al-shari"ah dengan
demikian dianggap lebih menjangkau dan mewadahi kasus-kasus
kontemporer yang akan gagal diselesaikan jika seandainya hanya didekati
dengan menggunakan teks.

Sebagaimana keterangan pada beberapa point sebelumnya, bahwa ada
beberapa perbedaan ketentuan antara ketentuan rujuk yang terdapat dalam
fikih dengan yang ada dalam KHI. Untuk menjembatani perbedaan itu,
peneliti mencoba menganalisanya melalui sudut pandang Magasid al-
sharidh Jamaluddin Atiyyah. Sebab meskipun hukum itu berbeda akan
tetapi memiliki tujuan Shariah yang sama.

Dalam bab pernikahan Jamaluddin Atiyyah menjelaskan bahwa tujuan

dari perShariatan pernikahan (keluarga) adalah :
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1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Dalam pernikahan ajaran Islam menganggap laki-laki dan
perempuan sama, mempunyai hak serta kewajiban yang seimbang
sebagai suami dan istri. Ajaran itu adalah sebagai koreksi terhadap
bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap
tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum
Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan
seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki®*

Dalam urusan hak istri menolak rujuk sebagaimana ketentuan
yang terdapat dalam pasal 165 KHI, disana dijelaskan bahwa ketentuan
pasal 165 KHI seolah-olah memberikan peluang kepada istri untuk
menolak kehendak rujuk suami. Mengenai adanya aturan tersebut
peneliti melihatsebenarnya aturan itu memiliki tujuan Shariah yang
berupamenjaga pola hubungan baik antara suami dan istri, sebab ketika
pola itu terjaga dengan baik maka akan tercipta keadilan dalam
hubungan keluarga. Ketika demikian, maka sebenarnya aturan
pemerintah tersebut masih mengandung kemaslahatan bagi rakyat-
rakyatnya. Sebagaimana firman Allah berikut :

s el Qs opaaly gle o0 e 2405
Artinya: dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang

dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami
mempunyai kelebihan di atas mereka.%

9% Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf il Maqasid Shari’ah, (Damaskus; Dar al-Fikr; 2001), 149.
% Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat
Islam, 2007), 51.
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Peneliti juga menilai, bahwa dalam aturan fikih ulama empat
mazhab sepakat tentang hak rujuk itu hanya milik suami sedangkan
istri tidak memiliki hak sama sekali, sehingga dalam pelaksanaannya
meskipun rujuk tanpa mendapatkan izin dari istri maka itu masih
dianggap sah, karena rujuk merupakan hak prioritas seorang suami.%
Sedangkan dasar yang digunakan adalah firman Allah surat Al-
Bagarah ayat 228.° Akan tetapi, apabila difahami secara utuh
mengenai aturan pernikahan sendiri, maka akan ditemukan aturan
tentang khuluk, yang mana apabila istri tidak berkenan untuk
melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya maka ia boleh
mengakhirinya melalui jalur aturan khuluk.®® Aturan itu berbeda
dengan aturan pernikahan yang terdapat di Indonesia, dalam UU
Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI, tidak ada aturan yang
menjelaskan tentang adanya hak khuluk bagi istri, sehingga sangat
wajar apabila dalam bab Rujuk pasal 165 KHI ada pengembangan
ketentuan yakni istri memiliki peluang untuk menolak kehendak rujuk
suami, sebab hak mereka untuk melakukan khuluk tidak ada.

Ketentuan itu apabila dikaji dalam keilmuan kaidah fikih, maka

sesuai dengan kaidah:

%|mam Shamsu al-Din abu Bakar Muhammad, Al-Mabsut li al-Sarkhasi, Vol 5 (Lebanon : Beirut,
2000), 270.Lihat juga, Ibn Rusyd, Bidayah, 63.

97Al-Jaziri, Al-Madhahib Al-Arba’ah, Vol. 4, 331.

%BKhuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau
iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.
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3o g2dl 13 5 pedl 539 3L 13
“Apabila sempit, maka ia menjadi luas dan apabila luas menjadi
sempit.”%

Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya kebiasaan umat
pada masa dan di tempat diturunkannya al-Qur’an mempengaruhi
hukum yang terbentuk (Sosiologi Antropologi Hukum Islam) termasuk
dalam ketentuan rujuk. Aturan-aturan hukum bagi laki-laki dan
perempuan yang sedang menjalani hidup rumah tangga yang tertuang
dalam figih munakahat tentu memiliki relevansi dengan salah satu
kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudaratan yang hendak
dihindarkan. Di sisi lain magasid Shari’ah dapat mempresentasikan
hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak
manusia, pembangunan dan peradaban.

Shari’ dalam mewujudkan tujuan mengatur hubungan antara laki-
laki dan perempuan itu mensyari’atkan berbagai hukum seperti halnya
talak beserta syarat-syaratnya begitu juga dalam hal rujuk ini jelas
diatur juga oleh syari’at sehingga nantinya bisa mewujudkan tujuan
tersebut.1%

2. Menjaga keturunan

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi

keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua

umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan

% Muhammad shidgi ibn Ahmad, Al-Wajiz fi idhoh gawaid al-figh al-kulliyah, (Bairut: Muassasah
al-risalah), 232-231.
100 Jamaluddin Atiyyah, Nahwa Taf’il..., 149.
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keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan
yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi
pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon
pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari
tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak
sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti
menjadikan anak laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang

perempuan sebagai seorang ibu. Seperti hadits beliau:

ijw\wgfﬂg\z}?')9b~'JGW“‘“‘@)JWJJ‘;*';UQ
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Dari Ma’qil bin Yasar ra berkata,”Datang seorang pria kepada Nabi
SAW dan berkata,”Saya menemukan seorang wanita yang cantik dan
memiliki martabat yang tinggi namun ia mandul apakah saya
menikahinya?”’, Nabi SAW menjawab,”Jangan!”, kemudian pria itu
datang menemui Nabi SAW kedua kalinya dan Nabi SAW tetap
melarangnya, kemudian ia menemui Nabi SAW yang ketiga kalinya
maka Nabi SAW berkata,“Nikahilah perempuan yang penyayang dan
dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan
berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti

pada hari kiamat”.1%

Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tujuannya agar
menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan
menikah dengan lain jenis (laki-laki dengan perempuan) dan larangan

menikah sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan

101 Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Bairut: Dar ibn Katsur), 504.
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dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar
kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan
membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat
reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan
aturan lainnya.%

Ketika seorang suami merujuk istri sedangkan istri tidak bisa
menolak atas ajakan rujuk tersebut maka akan berdampak terhadap
hubungan antara suami dan istri sehingga hubungan tersebut menjadi
tidak baik dan jika dalam menjalani kehidupan berkeluarga itu
hubungan mereka tidak baik maka akan berdampak pada keinginan
untuk memiliki keturunan dan dampak tersebut merupakan hal yang
berbahaya karena tujuan dalam rujuk tersebut tidak tercapai.

3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Hubungan antara suami dan istri tak terhitung dalam contoh
secara nyata, syari’at pun telah mengingatkan bahwasanya antara
suami dan istri hendaknya merasa tenang satu dengan yang lain
sehingga terciptalah rasa kasih sayang diantara keduanya.®® Dalam
pandangan al-Qur’an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk

menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan

anak-anaknya.%* Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21:

102 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il..., 150.
103 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il..., 150
104 Quraish Shihab, Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 NO. 1, Tahun 2011, 4.
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Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 1%

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh

suatu perkawinan*®

, yaitu:

a.  Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya
perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.

b. Mawaddah, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah
wadada (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap
tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya
sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa
sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak
mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit
terkontrol.

C. Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa
sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat
tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia

pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan

mawaddahnya semakin menurun.

195 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat

Islam, 2007)

106 Ahmad Mubarok, Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga, (Jakarta: Jatibangsa,
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Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah
agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan
rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh
sepasang suami istri. Dalam mewujudkan tujuan diatas, syariat telah
mengatur berbagai hukum tentang tatacara bergaul dan tatakrama
dalam pernikahan.%

Terkait dengan istilah sakinah, mawaddah dan rahmabh,
memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli
figh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar
dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakinah
adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu
yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang
memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan
merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (‘ain al-yaqin). Ada
pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rahmah dan tuma’ni
nah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Dalam perkembangannya, kata sakinah diadopsi ke dalam
Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi sakinah
yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata
mawaddah juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi
mawadah yang berarti kasih sayang. Mawadah mengandung

pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang

107 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il..., 150
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pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang
yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya.
Mawaddah adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak
buruk.1%

Adapun kata rahmah, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia
ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan
perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan
kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu,
kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik,
harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang
lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh rahmah tersebut akan
membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik.

Hukum-hukum syari’at yang mengatur antara suami dan istri
dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu menunjukkan
tingkatan dalam membina keluarga, yakni sakinah, merupakan hal
yang harus atau pasti dilakukan karena ketika rumah tangga tidak
sakinah atau tenang maka tidak akan ada yang namanya mawaddah
dan rahmah. Mawaddah, merupakan hal yang berupa kebutuhan dalam
menjalani kehidupan rumah tangga sehingga suasana menjadi lebih
menyenangkan dan harmonis. Rahmah, merupakan hal yang berupa

kesempurnaan dalam membina rumah tangga, ketika rumah tangga itu

108 Quraish Shihab, Keluarga Sakinah....., 3.

73



sudah sakinah dan mawaddah maka untuk menyempurnakannya ialah
dengan adanya rahmah.1%®

Tanda-tanda kekuasaan Allah vyaitu kehidupan bersama antara
laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia
mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap
jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya
tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang
satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki
dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah
maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-
kecenderungan bisa tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah
terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan
adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan
adanya pasangan itu. 11

Kata sakinah, dalam QS. Al-Rum ayat 21 diatas, dalam al-Qur’an
dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan
tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang
dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish
Shihab, menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf-
huruf sin, kaf dan nun mengandung makna “ketenangan” atau antonim
kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa

menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk

109 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il..., 151
110 Quraish Shihab, Keluarga Sakinah....., 3.
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menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada
gejolak.!!

Adanya sakinah/ketenteraman, merupakan modal yang paling
berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya
rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh
dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi
mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki
dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Disamping sakinah, al-Qur’an menyebut dua kata lain dalam
konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmah. Dalam
al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan
‘rasa kasih dan sayang’. Dalam penjelasan kosa katanya, mawaddah
berasal dari kata wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan yang
artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan kata rahmah berasal dari
kata rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan yang berarti sayang,
menaruh kasihan.

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan Kkata
mawaddah dengan ‘“jalan menuju terabaikannya kepentingan dan
kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawwadah itu”.
Kata mawaddah mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish
Shihab, pengertian mawaddah mirip dengan kata rahmat, hanya saja

rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam

11Quraish Shihab, Keluarga Sakinah....., 4.
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keadaan butuh dan lemah. Sedang mawaddah dapat tertuju juga
kepada yang kuat.!?

Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda,
dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa
mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat
antara suaami istri. Terkait dengan mawaddah dalam pengertian
bersetubuh, al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama
mencontohkan bagaimana Allah mengutuk kaum Luth yang
melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan
meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat
mereka melampiaskan rasa kasih sayang dan melakukan
persenggamaan. Terkait hal ini, Allah berfirman:

By 335 81 s aSgl e 255 AT s 1 0y
Artinya: dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh
Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui
batas".(QS. Asy-Syu’ara:166).

Ayat ini, menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada
kaum laki-laki bahwa “tempat tertentu” itu ada pada perempuan dan
dijadikan untuk laki-laki.

Dalam QS.al-Rum ayat 21, Allah menetapkan ketentuan-
ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup,
ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal

itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi

112Quraish Shihab, Keluarga Sakinah....5-6
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terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka
lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat.
Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai
dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu
ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.

4.  Menjaga garis keturunan

Dalam tata hukum Islam (Fikih), masalah ikatan darah atau
keluarga menjadi masalah yang mempunyai dampak luas, karena dari
tes itulah bisa diketahui nasab (keturunan keluarga atau silsilah).
Silsilah tidak hanya berdampak pada masalah generatif semata, namun
juga berdampak pada masalah hukum dan sosial. Para ulama fikih
sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam
ketetapan nasab seorang anak.!'?

Dalam rangka mewujudkan tujuan menjaga garis keturunan ini,
disyari’atkanlah keharaman zina, mengangkat anak, hukum-hukum
tentang iddah, menyembunyikan rahim, menetapkan nasab atau
mengingkarinya, dan sebagainya.*'*

Peringatan Kkeras bagi orang-orang yang dengan sengaja
menyembunyikan siapa ayahnya dan mengetahui nasabnya, namun dia
sengaja menyembunyikannya atau mengingkarinya, dikarenakan

perbuatan tersebut (menyembunyikan nasab) bisa mengakibatkan

113 Ahmad Farraj Husain, Ahkam al-Usrah fi al-1slam, (Beirut: Dar al-Jami’iyyah, 1998), h. 248.
114 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il..., 153.
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pencampuran mahram, terputusnya hak waris, memutuskan hubungan
kekerabatan dan lain-lainnya.

Urgensi pembahasan nasab dalam Islam, dilihat ketika Nabi
Muhammad Saw. mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin
Haritsah. Kemudian ia, dinasabkan kepada Nabi. Hal itu mendapatkan
keteguran dari Allah Swt, dalam Alquran surah al-Ahzab ayat 4-5 yang

berbunyi:

G Opalls U pse il ax U s B 2 G 8 A s
shs 32 Jods g aSGoil, a<T58 2805 et 2l das g 2o
a5 2heT 1,205 o5 06 1 At ol gh ¥ AN Jotd s
S0 Bags b 1Ty o Sl W pu S o iSsag )

s sk 400 0185
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar
itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu
sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah
perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya
dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-
anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-
bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa
yang kamu Kkhilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.*®

Di dalam hukum Islam, nasab mempunyai peran yang sangat
penting. Dengan jelasnya status nasab seseorang, hukum-hukum yang

berkait dengan hal ini juga akan jelas. Semisal tentang perkawinan.

115 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat
Islam, 2007), 656-657.
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Dengan kepastian bahwa seorang laki-laki mempunyai ikatan darah
dan masih menjadi muhrim seorang perempuan, haram hukumnya bagi
kedua orang ini untuk melakukan perkawinan atau untuk menentukan
apakah seseorang itu berhak mendapat warisan dari orang yang telah
meninggal. Kepastian nasab mempunyai peran yang sangat vital, sebab
dalam hukum Islam waris sudah diatur dengan tegas. Namun,
mobilitas yang tinggi dari masyarakat, bisa membuat dua orang
bersaudara yang masih muhrim tidak saling kenal. Bisa karena jarak
yang memisahkan atau karena alasan lain sehingga mereka memang
tidak saling kenal.

Sedangkan diantara kegunaan mempelajari ilmu nasab adalah :
Pertama, mengetahui nasab nabi Muhammad saw yang merupakan
suatu keharusan untuk sahnya iman. lbnu Hazm berkata : diantara
tujuan mempelajari ilmu nasab agar seseorang mengetahui
bahwasanya nabi Muhammad saw diutus oleh Allah swt kepada jin
dan manusia dengan agama yang benar, Dia Muhammad bin Abdullah
al-Hasyimi al-Quraisy lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Siapa
yang mempunyai keraguan apakah Muhammad saw itu dari suku
Quraisy, Yamani, Tamimi atau Ajami, maka ia kafir yang tidak
mengenal ajaran agamanya. ¢

Kedua, sesungguhnya pemimpin itu berasal dari suku Quraisy.

Berkata Ibnu Hazm : Dan tujuan mempelajari ilmu nasab adalah untuk

118 |bnu Hazm, Jumharatu Ansabi al- ‘4rab, (Kairo:Dar al-Ma’arif), 2.
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mengetahui bahwa seseorang yang akan menjadi pemimpin harus anak
cucu Fihr bin Malik bin Nadhir bin Kinanah.!

Ketiga, untuk saling mengenal di antara manusia, hingga kepada
keluarga yang bukan satu keturunan dengannya. Hal ini penting untuk
menentukan masalah hukum waris, wali pernikahan, kafaah suami
terhadap istri dalam pernikahan dan masalah wakaf. 18

Dari Abu Dzar al-Ghifari, Rasulullah saw bersabda :
ﬁ;m%g;@gﬁgé\&jkﬂ:dugxaiuﬁu}gd;\Md;
‘Tidaklah seorang yang mengaku bernasab kepada lelaki yang bukan
ayahnya, sedangkan ia mengetahuinya maka ia adalah seorang kafir.
Dan siapa yang mengaku bernasab kepada suatu kaum yang bukan
kaumnya, maka bersiaplah untuk mengambil tempat duduknya di
neraka’..!*

Dari sisi ini tampak jelas sekali bukti betapa pentingnya untuk
mengenal atau mengetahui nasab seseorang itu, sehingga berusaha
untuk mempelajari masalah yang berkenaan dengan nasab tersebut
wajib hukumnya, minimal fardlu kifayah. Dan yang perlu diingat
bahwa untuk menjaga kemurnian nasab tidak ada cara lain selain
melalui perkawinan yang sah.

5.  Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon

pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya

117 |bnu Hazm, Jumharatu Ansabi, 2.
118 |bnu Hazm, Jumharatu Ansabi, 2.
119 Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, Shohih al-Bukhori, (Bairut: Dar ibn Katsur), 1540.
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(suami atau istri). Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran
bahwa ada empat kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih
calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi dan sisi
agama. Ke-empat Kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan
kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari ke-empat
Kriteria tersebut, hanya agam dan keberagamannyalah yang harus
menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.*?

Dalam mewujudkan tujuan tersebut datanglah hukum-hukum
syariat yang berkenaan  dengan pertanggungjawaban pemimpin
keluarga yakni mengajari istri dan anak-anaknya tentang akidah,
ibadah dan akhlag,*?! seperti firman Allah Swt. dalam surat Thoha ayat
132:

e 5l svall, ST 32
Dan perintahkanlah keluargamu melaksankan sholat dan sabar dalam
mengerjakannya.

Dalam perkawinan, kepercayaan agama merupakan suatu
landasan yang mengisi setiap jiwa, dan kehendaknya serta menentukan
jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya. Hal yang demikian itu masih
banyak masyarakat yang terkecoh dalam masalah kepercayaan agama
sehingga mereka menduga masalah kepercayaan agama ini hanyalah
perasaan yang ada dalam jiwa dan dapat diganti dengan beberapa

filsafat ataupun beberapa aliran sosial.

120 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il.... 153.
121 Jamaluddin Atiyyah, Nahwa Taf’il.... 153.
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Banyak hal yang akan terjadi diakibatkan atas hilangnya
keberagamaan dalam keluarga seperti kerusakan, buruknya pendidikan
dan panutan dalam keluarga.'??

6.  Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan
yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak
dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan
apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga,
maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan
dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan
natara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak
dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru
yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola
hubungan kekerabatan, pola hubungan mahrom, pola hubungan
kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur
sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk
melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan

kemaslahatan.'?

122 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il.... 153.
123 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il.... 154.
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Dalam hal pola hubungan yang baik bnyak sekali diatur dalam
kewajiban suami kepada istri , kewajiban istri kepada suami,
kewajiban anak kepada orang tua dan sebaliknya.?*

7. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan
baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban
suami membari mahar keada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-
laki yang serius dan bertanggungjawab, suami juga punya kewajiban
memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga
memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu
susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat,
wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan
dengan aspek finansial.!%®

Ditinjau dari sisi sosiohistoris, ulama’ fikih berpendapat bahwa
suami berwenang penuh dalam melakukan rujuk. Menurut peneliti,
ketentuan tersebut memang sesuai dengan kondisi waktu itu dan
pendapat itulah yang terbaik untuk diterapkan di tengah masyarakat.
Sebab, setiap istri yang ditalak oleh suaminya, maka selama masa
menunggu iddahnya, istri bertempat tinggal di rumah suaminya itu.
Segala kebutuhan dan keperluannya dipenuhi mantan suaminya.
Dengan demikian dalam segi finansial istri tercukupi walaupun dalam

masa iddah.

124 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il.... 154.
125 Jamaluddin Atiyyah, Nahwa Taf’il....154.

83



BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Setelah melakukan pengkajian terhadap hak istri dalam rujuk baik

menurut fikih empat madzhab atau menurut Kompilasi Hukum Islam serta

mencari tujuan-tujuan syari’ah dengan menggunakan teori magasid al-

shari’ah, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1.

Hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab tidak ada sama
sekali, semua ditentukan oleh suaminya baik menolak ataupun
merujuk, istri hanya bisa menerima bahkan ketika ia dalam keadaan
sudah tidak suka sama sekali karena konsep hak rujuk dalam fikih
empat mazhab menekankan suamilah yang berperan.

Dalam KHI, rujuk diatur dalam pasal 163 sampai 169, yang menarik
adalah isi pasal 164 dan 165. Pada pasal 164, istri boleh mengajukan
keberatan atas keinginan rujuk yang diajukan bekas suami. Sedangkan
pasal 165 dinyatakan, apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas
istri dinyatakan tidak sah. Hak istri dalam rujuk menurut Kompilasi
Hukum Islam mendapatkan sedikit porsi yakni sebatas menerima atau
menolak rujuk. Perempuan tetap tidak bisa mengajukan rujuk.

Hak istri dalam rujuk menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam
kedua-duanya ketika ditinjau menggunakan magasid al-shari’ak
Jamaluddin Athiyah maka yang lebih mendekati kepada tujuan

pensyariatan rujuk tersebut ialah Kompilasi Hukum Islam.

84



SARAN-SARAN

Saran ini ditujukan

Pasangan suami istri untuk memahami tujuan pensyariatan rujuk sebagai
acuan membina keluarga yang lebih harmonis setelah terjadinya keretakan
rumah tangga.

Para ‘ulama dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi dan memotivasi
masyarakat Islam untuk menjaga hubungan suami istri dalam membina
rumah tangga agar terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah wa

rahmabh.
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